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ABSTRAK 

Ketimpangan jangkauan layanan darurat dari 15 pos pemadam kebakaran atau Wilayah 

Manajemen Kebakaran (WMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memunculkan urgensi 

pemerataan layanan keselamatan publik di seluruh wilayah. penelitian ini bertujuan 

mengevaluasi efektivitas jangkauan pelayanan eksisting serta merekomendasikan lokasi 

penempatan pos WMK baru yang optimal secara spasial. permasalahan ini diformulasikan 

dalam tiga model Facility Location Problem (FLP), yaitu Set Covering Problem (SCP), Partial 

Set Covering Problem (PSCP), dan Maximal Covering Location Problem (MCLP). Analisis 

dilakukan menggunakan data centroid kecamatan dan matriks waktu tempuh jaringan jalan 

nyata pada peak hour. Seluruh model diselesaikan menggunakan algoritma eksak. Hasil 

evaluasi menunjukkan bahwa kondisi eksisting hanya mampu melayani 43 kecamatan (55,13%) 

dari 78 kecamatan, dengan populasi sebesar 62,66% dalam standar waktu tanggap 15 menit. 

Model SCP merekomendasikan pembangunan 28 pos baru dengan cakupan wilayah 100% dan 

biaya Rp84.000.000.000. Model PSCP mengusulkan 18 WMK baru dengan cakupan 87,18% 

wilayah dan biaya Rp54.000.000.000. Sementara itu, MCLP menjadi alternatif paling ideal 

dengan penambahan 23 pos baru yang mampu menjangkau 93,59% wilayah dan 96,20% 

populasi dengan biaya Rp69.000.000.000. Berdasarkan analisis komparatif, MCLP dipilih 

sebagai model rekomendasi karena memberikan keseimbangan terbaik antara efektivitas 

cakupan layanan, kebutuhan pembangunan fasilitas, dan efisiensi biaya. Implementasi 

pembangunan WMK direkomendasikan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan 

Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo pada jangka pendek, Kabupaten Sleman pada jangka 

menengah, serta Kabupaten Bantul pada jangka panjang. 

 

Kata Kunci: Optimasi, Set Covering Problem, Partial Set Covering Problem, Maximal 

Covering Location Problem, Stasiun Pemadam Kebakaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di wilayah perkotaan maupun 

permukiman padat penduduk. Potensi meningkatnya risiko bencana kebakaran terutama di 

wilayah perkotaan diakibatkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi, pertumbuhan kawasan 

pemukiman, serta kepadatan bangunan yang semakin tinggi (Osman et al., 2022). Berdasarkan 

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2012) tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Risiko Bencana, kebakaran berpotensi menimbulkan berbagai dampak kerugian, 

baik kerugian material, kerusakan fisik bangunan, ancaman keselamatan jiwa, hingga hilangnya 

rasa aman di lingkungan masyarakat Kondisi ini menjadikan pengelolaan sistem pelayanan 

darurat sebagai kebutuhan mendasar bagi penyelenggara layanan publik di tingkat daerah. 

 Penyelenggaraan urusan pencegahan, pengendalian, dan pemadaman kebakaran di 

tingkat daerah dilakukan melalui pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), yaitu 

unit operasional yang berfungsi sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dalam 

era desentralisasi (Fikri, 2021). Di dalam setiap WMK, terdapat satu unit operasional dalam 

bentuk stasiun pemadam kebakaran yang merupakan fasilitas operasional bagian dari perangkat 

daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pencegahan, pengendalian, pemadaman 

kebakaran serta penyelamatan masyarakat dari bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya 

(Kementerian Dalam Negeri, 2020). Setiap stasiun pemadam kebakaran dilengkapi dengan 

personel ahli, kendaraan pemadam, dan peralatan darurat, sehingga dapat menangani kejadian 

secara cepat. Keberadaan stasiun pemadam kebakaran yang tersebar secara strategis sangat 

penting untuk memastikan waktu tanggap ke lokasi kebakaran dapat memenuhi standar 

pelayanan. 

 Efektivitas WMK diukur berdasarkan waktu tanggap (response time), di mana Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

bahwa petugas harus tiba di lokasi dan siap memberikan layanan dalam maksimal 15 menit 

sejak laporan diterima. Mengingat bahwa jarak fisik tidak selalu merepresentasikan 

aksesibilitas nyata di lapangan, analisis waktu tempuh dari pos pemadam kebakaran ke wilayah 

layanan menjadi aspek yang lebih relevan dalam evaluasi dan perencanaan sistem pelayanan 

kebakaran. 
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 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri atas empat kabupaten dan satu kota 

dengan total 78 kecamatan, luas wilayah sekitar 3.185,80 km2, dan jumlah penduduk sekitar 

3.734.945 (Badan Pusat Statistik, 2025). Tingginya jumlah penduduk ini berbanding lurus 

dengan kebutuhan terhadap layanan penanggulangan kebakaran yang memadai, yang juga 

didukung oleh data kejadian di lapangan. Berdasarkan platform PAMOR JOGJA milik Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, pada periode 2021-2025 tercatat 1.029 

kejadian kebakaran bangunan dengan total 1.024.588 objek terdampak. Data ini menunjukkan 

bahwa risiko kebakaran merupakan ancaman nyata yang membutuhkan respons sistem layanan 

yang andal. 

 Meskipun DIY telah memiliki 15 WMK yang tersebar di empat kabupaten dan satu kota, 

persebaran tersebut belum menjamin cakupan layanan yang merata. Berdasarkan hasil 

pengamatan awal, efektivitas WMK saat ini masih di bawah target ideal, yaitu kurang dari 70%. 

Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan yang signifikan dalam jumlah WMK antar 

kabupaten/kota, di mana beberapa kabupaten hanya memiliki sedikit WMK operasional 

dibandingkan kebutuhan berdasarkan luas wilayah dan tingkat risikonya. Akibatnya, banyak 

wilayah pemukiman berada di luar jangkauan standar waktu tanggap 15 menit sehingga 

meningkatkan risiko kerugian material dan ancaman keselamatan jiwa masyarakat.  

 Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji permasalahan aksesibilitas layanan 

pemadam kebakaran menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian 

oleh Evalianto et al. (2024) menggunakan analisis jaringan dan overlay untuk mengidentifikasi 

wilayah yang belum tercover oleh stasiun pemadam kebakaran. Sementara itu, Vieri et al. 

(2023) dan Huda et al. (2026) menerapkan analisis pola sebaran spasial untuk mengevaluasi 

keseimbangan persebaran fasilitas publik. Meskipun efektif dalam memetakan kondisi 

eksisting dan tingkat aksesibilitas, pendekatan tersebut bersifat evaluatif-deskriptif dan tidak 

mampu menghasilkan kombinasi lokasi fasilitas baru yang optimal secara matematis. Oleh 

karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya mampu menjelaskan kesenjangan cakupan, 

tetapi juga secara eksplisit menentukan jumlah dan lokasi fasilitas yang paling efisien 

berdasarkan kriteria terukur. 

 Dalam literatur riset operasi, kerangka Facility Location Problem (FLP) menyediakan 

berbagai model matematis untuk menjawab permasalahan tersebut (Hazami & Zulkarnain, 

2022). Model Set Covering Problem (SCP) meminimalkan jumlah fasilitas dengan syarat 

seluruh  permintaan terlayani penuh (Idayani et al., 2020). Partial Set Covering Problem 
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(PSCP) merupakan pengembangan SCP yang mengakomodasi batasan biaya dan cakupan 

minimum per sub-wilayah, sehingga lebih sesuai terhadap kondisi ketimpangan layanan antar 

wilayah (Cordeau et al., 2019). Sementara itu, Maximal Covering Location Problem (MCLP) 

berfokus pada memaksimalkan cakupan permintaan di bawah keterbatasan jumlah fasilitas 

(Firmansyah et al., 2024). Untuk menyelesaikan model-model tersebut, metode eksak berbasis 

Integer Linear Programming (ILP) dapat diterapkan untuk menghasilkan solusi optimal global 

yang krusial dalam perencanaan fasilitas darurat yang bersifat statis dibandingkan pendekatan 

heuristik yang hanya menghasilkan solusi aproksimasi (Efiyanti & Idayani, 2025). 

 Berdasarkan kompleksitas permasalahan WMK di DIY, pendekatan berbasis FLP dengan 

kombinasi beberapa model dinilai relevan untuk dieksplorasi. Kondisi kesenjangan jumlah 

WMK yang signifikan antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa satu model tunggal 

kemungkinan tidak cukup untuk merepresentasikan berbagai skenario kebijakan yang mungkin 

ada pada pemerintah daerah. Model SCP digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan 

minimum fasilitas guna mencapai cakupan layanan secara menyeluruh, PSCP digunakan untuk 

merepresentasikan skenario pembangunan dengan target cakupan minimum, sedangkan MCLP 

digunakan untuk memaksimalkan cakupan layanan dengan mempertimbangkan keterbatasan 

jumlah fasilitas yang dapat dibangun. 

 Berdasarkan uraian permasalahan di atas, terdapat urgensi untuk mengkaji pendekatan 

optimasi lokasi fasilitas yang mampu mengakomodasi kompleksitas kondisi WMK di DIY. 

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penerapan model-model FLP dalam konteks perencaan 

WMK melalui pendekatan multi-skenario. Pemodelan ini memanfaatkan data waktu tempuh 

berbasis kondisi jaringan jalan nyata dari Google Maps Distance Matrix API sebagai 

representasi aksesibilitas wilayah. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat menghasilkan 

rekomendasi penempatan WMK baru yang lebih efektif dan adaptif terhadap berbagai alternatif 

kebijakan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam 

mewujudkan pemerataan layanan penanggulangan kebakaran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan pada penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana tingkat cakupan layanan serta sebaran wilayah yang belum terlayani 

(underserved area) oleh fasilitas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) eksisting di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)? 

2. Bagaimana rekomendasi lokasi dan jumlah alokasi penambahan WMK baru di Provinsi 

DIY menggunakan model optimasi Set Covering Problem (SCP), Partial Set Covering 

Problem (PSCP), dan Maximal Covering Location Problem (MCLP) yang diselesaikan 

dengan algoritma eksak? 

3. Bagaimana pemilihan model rekomendasi berdasarkan analisis komparatif antar skenario 

eksisting, SCP, PSCP, dan MCLP ditinjau dari efektivitas cakupan layanan, kebutuhan 

pembangunan fasilitas, efisiensi biaya, serta prioritas implementasinya di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan tujuan dan penelitian ini: 

1. Menganalisis tingkat cakupan layanan aktual serta memetakan wilayah yang belum 

terlayani (underserved area) berdasarkan sebaran 15 WMK eksisting di Provinsi DIY. 

2. Menentukan rekomendasi lokasi dan jumlah alokasi penambahan WMK baru di Provinsi 

DIY menggunakan model optimasi Set Covering Problem (SCP), Partial Set Covering 

Problem (PSCP), dan Maximal Covering Location Problem (MCLP) berbasis algoritma 

eksak. 

3. Menentukan model optimasi yang paling sesuai berdasarkan analisis komparatif antar-

skenario eksisting, SCP, PSCP, dan MCLP ditinjau dari efektivitas cakupan layanan, 

kebutuhan pembangunan fasilitas, dan efisiensi biaya, serta menyusun rekomendasi 

implementasi pembangunan WMK secara bertahap di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Akademisi dan Peneliti 

a. Memberikan pemahaman komprehensif mengenai integrasi model Facility Location 

Problem (FLP), khususnya Set Covering Problem (SCP), Partial Set Covering Problem 
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(PSCP), dan Maximal Covering Location Problem (MCLP), dalam menyelesaikan 

masalah alokasi fasilitas publik darurat. 

b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan pemodelan 

spasial fasilitas layanan darurat menggunakan data jaringan jalan nyata. 

c. Memberikan wawasan mengenai pentingnya perencanaan distribusi fasilitas layanan 

darurat yang optimal guna meminimalkan waktu tanggap penanganan bencana. 

d. Mengimplementasikan keilmuan Teknik Industri, khususnya pada bidang Riset Operasi 

dan Perancangan Tata Letak Fasilitas, untuk menyelesaikan permasalahan nyata di 

sektor publik. 

e. Meningkatkan keahlian praktis dalam mengolah data spasial menggunakan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) serta menyelesaikan model Integer Linear Programming 

(ILP) dengan algoritma eksak. 

2. Bagi Pengambil Kebijakan 

a. Memberikan rekomendasi matematis mengenai jumlah dan alternatif lokasi optimal 

pembangunan WMK baru yang adaptif terhadap berbagai skenario kebijakan 

pemerintah daerah. 

b. Menjadi bahan evaluasi kritis terhadap kinerja sebaran 15 WMK eksisting dalam 

melayani wilayah terdampak. 

c. Mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data serta penyusunan anggaran 

mitigasi bencana kebakaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan-batasan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup optimasi difokuskan pada penempatan fasilitas WMK statis tingkat 

kecamatan di seluruh wilayah administratif Provinsi DIY dengan menggunakan pendekatan 

multi-skenario (SCP, PSCP, dan MCLP). 

2. Parameter ambang batas (threshold) jangkauan pelayanan darurat yang digunakan adalah 

waktu tempuh seragam selama 15 menit di seluruh kabupaten/kota, sesuai dengan regulasi 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2009. 

3. Unit permintaan direpresentasikan melalui titik tengah atau centroid administratif dari 

seluruh kecamatan di Provinsi DIY yang diekstraksi menggunakan perangkat lunak QGIS. 
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4. Perhitungan matriks waktu tempuh antar titik diekstraksi menggunakan data jaringan jalan 

nyata dari Google Maps Distance Matrix API dengan pengambilan data pada waktu sore 

hari, tanpa mempertimbangkan hambatan temporer yang tidak terduga, seperti penutupan 

jalan mendadak, demonstrasi, atau kerusakan jalan akibat bencana alam. 

5. Data historis yang digunakan dibatasi pada kejadian kebakaran bangunan periode 2021–

2025, sehingga analisis hanya mencakup pelayanan terhadap insiden kebakaran bangunan 

dan tidak mempertimbangkan jenis kejadian darurat lainnya. 

6. Data historis kejadian kebakaran dan laju pertumbuhan penduduk digunakan sebagai 

informasi pendukung dalam penyusunan rekomendasi implementasi hasil optimasi dan 

tidak dimasukkan ke dalam formulasi model matematis FLP. 

 

1.6 Asumsi Penelitian 

Penelitian ini menetapkan beberapa asumsi yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan data 

yang tersedia, sebagai berikut: 

1. Estimasi biaya pembangunan fisik pos pemadam kebakaran diasumsikan seragam untuk 

setiap WMK baru, yaitu sebesar Rp3.000.000.000 per unit armada, tanpa 

mempertimbangkan perbedaan harga lahan, kondisi topografi, dan biaya operasional.  

2. Setiap kejadian kebakaran bangunan diasumsikan ditangani oleh satu unit armada pemadam 

kebakaran. 

3. Armada dan personel pemadam kebakaran diasumsikan selalu siap beroperasi dengan 

tangka air penuh saat menerima laporan kejadian. 

4. Seluruh fasilitas WMK, baik stasiun induk, pos, maupun sektor, diasumsikan memiliki 

kemampuan operasional yang setara dalam memerikan layanan penanganan kebakaran.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Literatur 

Penelitian ini didasarkan pada berbagai referensi dari studi terdahulu yang digunakan sebagai 

dasar teoritis dan konseptual. Referensi tersebut dianalisis melalui kajian induktif dengan 

merangkum penelitian yang memiliki kesamaan topik dan metode. Analisis ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi pola yang ada serta membandingkan temuan penelitian ini dengan penelitian 

yang relevan. Pada bagian kajian literatur juga dijelaskan mengenai state of the art dari 

penelitian serta perbedaannya dengan studi terdahulu. 

 Set Covering Problem (SCP) merupakan salah satu model pada Facility Location Problem, 

yang berfokus pada minimalisasi jumlah fasilitas untuk mencapai cakupan layanan penuh di seluruh 

wilayah permintaan. Model SCP banyak diimplementasikan dalam konteks layanan darurat, seperti 

penentuan lokasi pos pemadam kebakaran (Idayani et al., 2020) dan fasilitas kesehatan (Efiyanti 

& Idayani, 2025; Idayani, 2025), serta dalam optimasi lokasi charging station (Aslan Özşahin 

& Erdebilli, 2023; Sagar et al., 2024), hingga alokasi tempat pengolahan sampah di perkotaan 

(Firmansyah et al., 2024). Keunggulan model ini terletak pada efisiensi biaya dan sumber daya, 

sebagaimana dibuktikan oleh Idayani et al. (2020) yang menggunakan biaya pembangunan 

sebagai fungsi tujuan, SCP berhasil merekomendasikan 6 pos pemadam kebakaran dengan 

biaya pembangunan 6 miliar rupiah, dimana lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 

eksisting yang menghabiskan 7 miliar rupiah dengan cakupan yang terbatas. Meskipun 

demikian, penerapakan SCP mengasumsikan bahwa seluruh wilayah harus terlayani tanpa 

mempertimbangkan keterbatasan anggaran, sehingga model ini perlu dikombinasikan dnegan 

pendekatan lain ketika terdapat batasan jumlah fasilitas yang dibangun. 

 Sebagai pengembangan dari SCP, model Partial Set Covering Problem (PSCP) 

diperkenalkan oleh Daskin & Owen (1999) sebagai respons terhadap solusi SCP dengan tujuan 

meminimalkan total biaya melalui minimasi jumlah fasilitas yang dibuka dengan batasan 

cakupan permintaan yang disyaratkan (parsial). Meskipun pemodelan matematisnya yang 

berbasis Mixed Integer Linear Programming (MILP), optimasi ini menghasilkan kombinasi 

penentuan lokasi fasilitas berbiaya paling efisien, di mana dibuktikan oleh Chen et al. (2023) 

pada penelitiannya sehingga terbukti dapat memecahkan alokasi fasilitas dengan titik 

permintaan yang luas. 
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 Dalam kondisi keterbatasan anggaran atau jumlah fasilitas, model Maximal Covering 

Location Problem (MCLP) menjadi alternatif yang relevan karena bertujuan memaksimalkan 

cakupan layanan pada titik permintaan dengan jumlah fasilitas atau anggaran yang telah ditetapkan 

(Hartini et al., 2021). Firmansyah et al. (2024) menguji efektivitas MCLP dalam mengalokasikan 

fasilitas pengolahan sampah, di mana penempatan fasilitas pada lokasi optimal mampu memenuhi 

seluruh permintaan dengan kapasitas maksimal. Kombinasi beberapa model FLP secara sekuensial 

terbukti menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif, sebagaimana ditunjukkan oleh Julia 

et al. (2024) yang mengintegrasikan SCP, MCLP, dan P-Median untuk optimasi stasiun pemadam 

kebakaran, di mana setiap model berkontribusi pada aspek yang berbeda, yaitu efisiensi jumlah 

fasilitas, jaminan cakupan, dan minimasi waktu tempuh secara berturut-turut. Labita & Namoco, 

(2023) juga membuktikan bahwa kombinasi MCLP dengan pemodelan berlapis mampu mengatasi 

populasi yang sebelumnya tidak terjangkau dalam standar waktu yang ditetapkan. 

 Dalam penyelesaian Facility Location Problem (FLP), terutama pada model 

permasalahan integer, penggunaan algoritma eksak menjadi krusial untuk menemukan solusi 

optimal global melalui pemangkasan skenario yang tidak efisien secara sistematis (Aziz, 2025). 

Keunggulan metode ini dibuktikan oleh Idayani (2025), di mana penggunaan Branch and 

Bound pada model SCP menghasilkan jumlah fasilitas statis, seperti pemadam kebakaran, yang 

paling efisien (36 unit) dengan distribusi yang lebih merata dibandingkan skenario lainnya. 

Berbeda dengan pendekatan heuristik seperti Greedy Adding dan Saving Matrix yang hanya 

menghasilkan solusi pendekatan, algoritma eksak menjamin ditemukannya solusi optimal 

global, dimana ini merupakan karakteristik yang sangat penting untuk penempatan fasilitas 

statis seperti pos pemadam kebakaran yang bersifat jangka panjang dan tidak direlokasi dalam 

jangka pendek (Muslim & Supriyono, 2025; Sari et al., 2021). 

 Penetapan ambang batas (threshold) jarak atau waktu tempuh merupakan parameter krusial 

yang menentukan jumlah serta cakupan optimal fasilitas dalam model FLP. Pribadi et al. (2022) 

menunjukkan bahwa threshold 15 menit dengan model SCP mampu merekomendasikan 6 pos 

strategis untuk menjangkau 100% wilayah di Kabupaten Tabanan. Pentingnya threshold juga 

terlihat pada optimasi berbasis GIS di Jakarta, di mana perubahan standar waktut anggap secara 

drastis dapat mempengaruhi persentase cakupan layanan (Zainal et al., 2022). Julia et al. (2024) 

menetapkan standar waktu maksimal 15 menit dengan jangkauan 7,5 km sebagai parameter cakupan 

layanan pemadam kebakaran. Secara keseluruhan, ketepatan penentuan ambang batas sangat 

mempengaruhi keberhasilan model dalam menghasilkan rekomendasi lokasi fasilitas yang efektif 

dan efisien, sesuai dengan kondisi geografis wilayah penelitian.
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Tabel 2. 1 Posisi Penelitian 

No Penulis 

Objek Model Algoritma 

Fire 

Station 

Fasilitas 

Kesehatan 

Charging 

Station 
SCP PSCP MCLP Eksak Heuristik Metaheuristik 

1 
(Efiyanti & 

Idayani, 2025) 
 √  √ 

 
 √   

2 
(Idayani et al., 

2020) 
√   √ 

 
 √   

3 
(Aktaş et al., 

2013) 
√   √ 

 
√ √   

4 
(Firmansyah et al., 

2024) 
    

 
√  √  

5 (Julia et al., 2024) √   √  √    

6 
(Rahman et al., 

2021) 
√ √  √ 

 
√    

7 
(Labita & 

Namoco, 2023) 
√    

 
√    

8 (Idayani, 2025)  √  √   √   

9 

(Pribadi et al., 

2022b) (Pribadi et 

al., 2022a) 

√   √ 

 

    

10 
(Aslan Özşahin & 

Erdebilli, 2023) 
  √ √ 

 
  √  

11 
(Sagar et al., 

2024) 
  √ √ 

 
    

12 
(Zainal et al., 

2022) 
√    

 
    

13 
(Hartini et al., 

2021) 
    

 
√    
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No Penulis 

Objek Model Algoritma 

Fire 

Station 

Fasilitas 

Kesehatan 

Charging 

Station 
SCP PSCP MCLP Eksak Heuristik Metaheuristik 

14 (Sari et al., 2021)      √   √ 

15 (Chen et al., 2023)     √ √ √   

16 Usulan √   √ √ √ √   
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Berdasarkan pemetaan studi terdahulu pada tabel 2.1, sebagian besar penelitian cenderung 

menggunakan satu model optimasi tunggal dalam menyelesaikan lokasi fasilitas pelayanan. 

Perencanaan fasilitas pelayanan publik di lapangan sering dihadapkan pada situasi yang 

kompleks dan dinamis. Guna mengisi celah penelitian tersebut, penelitian ini mengusulkan 

solusi yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan tiga model utama dalam Facility 

Location Problem (FLP), yaitu Set Covering Problem (SCP) dan Maximal Covering Location 

Problem (MCLP). Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan penggunaan Partial Set 

Covering Problem (PSCP) sebagai pengembangan dari SCP untuk merepresentasikan kondisi 

yang lebih realistis dengan kondisi lapangan, mengingat pemenuhan cakupan layanan 

seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan anggaran. 

 Ketiga model ditetapkan sebagai permasalahan integer dan diselesaikan menggunakan 

algoritma eksak melalui Solver CBC pada Python PuLP. Penelitian ini memanfaatkan data 

waktu tempuh dari Google Maps Distance Matrix API. Melalui perbandingan hasil ketiga 

model, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan alternatif rekomendasi lokasi WMK yang 

sesuai, baik dari sisi cakupan pelayanan maupun keterbatasan sumber daya yang dimiliki 

daerah. 

 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Set Covering Problem (SCP) 

Set Covering Problem (SCP) merupakan model optimasi lokasi fasilitas yang bertujuan 

menentukan jumlah minimum fasilitas yang diperlukan untuk mencakup seluruh titik 

permintaan dalam batas jarak atau waktu pelayanan tertentu (C. S. ReVelle et al., 2002). Model 

ini banyak diterapkan pada perencanaan fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit (Efiyanti 

& Idayani, 2025), stasiun pemadam kebakaran (Pribadi et al., 2022), dan fasilitas darurat 

lainnya. Dalam model ini, setiap titik permintaan dianggap terlayani apabila berada dalam jarak 

atau waktu tempuh tertentu dari lokasi fasilitas yang dipilih (Aktaş et al., 2013). Oleh karena 

itu, konsep cakupan (coverage) menjadi aspek utama dalam analisis model ini. Model 

matematika SCP yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

min ∑ 𝑥𝑗

j∈J

 (2.1) 

∑ 𝑥𝑗 ≥ 1

j∈Np

 p ∈ P (2.2) 
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𝑥𝑗 ∈ {0, 1} ∀j ∈ J  (2.3) 

Di mana: 

J : himpunan lokasi kandidat stasiun pemadam kebakaran 

j : lokasi kandidat stasiun pemadam kebakaran dalam himpunan J 

P : himpunan titik permintaan 

p : titik permintaan dalam himpunan P 

Np : himpunan lokasi fasilitas yang dapat menjangkau titik permintaan p dalam batas waktu 

atau jarak tertentu 

 Model SCP pertama kali diperkenalkan oleh C. ReVelle et al. (1976) dengan tujuan 

meminimalkan jumlah fasilitas yang dibangun sekaligus memastikan seluruh titik permintaan 

tercakup. Kelebihan model ini adalah mampu menghasilkan cakupan penuh dengan jumlah 

fasilitas minimum. Namun, SCP mengharuskan seluruh titik permintaan tercakup sehingga 

kurang fleksibel ketika terdapat keterbatasan sumber daya atau anggaran. 

2.2.2 Partial Set Covering Problem (PSCP) 

Partial Set Covering Problem (PSCP) merupakan pengembangan oleh Daskin & Owen (1999) 

dari Set Covering Problem (SCP) yang bertujuan menentukan lokasi fasilitas dengan biaya 

minimum sehingga sejumlah permintaan yang telah ditentukan dapat tercakup. PSCP hanya 

mensyaratkan sebagian permintaan tercakup sesuai target cakupan yang ditetapkan. Oleh 

karena itu, model ini lebih fleksibel untuk diterapkan pada kondisi dengan keterbatasan sumber 

daya atau anggaran. Formulasi matematis PSCP ditunjukan pada persamaan: 

min ∑ 𝑓𝑖𝑦𝑖

i∈I

 (2.4) 

∑ 𝑦𝑖 ≥ 𝑧𝑗

i∈Ij

 (2.5) 

∑ 𝑑𝑗𝑧𝑗 ≥ 𝐷

j∈J

 (2.6) 

𝑦𝑖𝑧𝑗 ∈ {0, 1} (2.7) 

Dengan: 

I : himpunan lokasi kandidat fasilitas 

i : lokasi candidat fasilitas dalam himpunan (I) 

J : himpunan titik permintaan 

j : titik permintaan dalam himpunan (J) 
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Ij : himpunan fasilitas yang dapat mencakup titik permintaan (j) 

fi : biaya pembukaan fasilitas pada lokasi (i) 

dj : besarnya permintaan pada titik (j) 

D : total minimum permintaan yang harus tercakup 

yi : variabel biner yang bernilai 1 jika fasilitas dibuka pada lokasi i; 0 jika tidak 

zj : variabel biner yang bernilai 1 jika titik permintaan j tercakup; 0 jika tidak 

 Kelebihan dari PSCP adalah kemampuannya menghasilkan solusi fleksibel karena tidak 

mengharuskan seluruh titik permintaan tercakup. Akan tetapi, model ini tidak menjamin 

cakupan penuh sehingga masih terdapat kemungkinan sebagian titik permintaan tidak terlayani. 

2.2.3 Maximal Covering Location Problem (MCLP) 

Maximal Covering Location Problem (MCLP) merupakan model optimasi lokasi fasilitas yang 

bertujuan memaksimalkan jumlah permintaan atau populasi yang tercakup dalam batas jarak 

atau waktu pelayanan tertentu dengan jumlah fasilitas yang terbatas (C. S. ReVelle et al., 2002). 

Model ini dikembangkan untuk mengatasi kondisi ketika sumber daya yang tersedia tidak 

memungkinkan seluruh titik permintaan dilayani secara penuh, sehingga lokasi fasilitas dipilih 

untuk menghasilkan cakupan pelayanan yang maksimum. Model matematika MCLP 

dirumuskan sebagai berikut: 

max ∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖

i∈I

 (2.8) 

∑ 𝑥𝑗

j∈Ni

≥ 𝑦𝑖 ∀i ∈ I (2.9) 

∑ 𝑥𝑗 ≥ 𝑝

j∈J

 (2.10) 

𝑥𝑗𝑘 ∈ {0, 1} ∀j ∈ J (2.11) 

𝑦𝑖 ∈ {0, 1}  ∀j ∈ I (2.12) 

Di mana: 

I : himpunan titik permintaan 

J : himpunan kandidat lokasi fasilitas 

p : jumlah fasilitas yang akan dibuka 

wi : bobot atau populasi yang dilayani pada titik permintaan i 

Ni : himpunan lokasi kandidat fasilitas j yang dapat melayani titik permintaan i dalam 

standar waktu S, Ni = {j|dij≤S}, dimana dij merupakan waktu tempuh dari lokasi i ke lokasi j 
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 Kelebihan MCLP adalah mampu menghasilkan cakupan pelayanan maksimum pada 

kondisi jumlah fasilitas yang terbatas. Akan tetapi, model ini tidak menjamin seluruh titik 

permintaan tercakup karena fokus utamanya adalah memaksimalkan cakupan berdasarkan 

sumber daya yang tersedia. 

2.2.4 Metode Eksak dalam Penyelesaian Permasalahan Integer 

Integer Linear Programming (ILP) merupakan pengembangan dari program linier, di mana 

variabel keputusan dibatasi bernilai bilangan bulat atau integer (Basriati, 2018). Pembatasan ini 

diperlukan karena solusi program linier umumnya berupa bilangan pecahan, yang kurang 

relevan ketika variabel merepresentasikan entitas yang tidak dapat dibagi, seperti jumlah 

fasilitas atau unit layanan (Dali et al., 2022). Apabila seluruh variabel keputusan bersifat integer 

atau biner, model dikategorikan sebagai ILP. Sementara itu, apabila terdapat kombinasi antara 

variabel integer dan kontinu dalam satu model, maka model dikategorikan sebagai Mixed 

Integer Linear Programming (MILP) (Wolsey, 2020). Dalam penentuan lokasi fasilitas, 

variabel keputusan umumnya dinyatakan dalam bentuk biner (0-1), di mana nilai 1 

menunjukkan bahwa suatu lokasi dipilih sebagai fasilitas, sedangkan nilai 0 menunjukkan 

sebaliknya. Pada model tertentu seperti PSCP, terdapat tambahan variabel kontinu yang 

merepresentasian proporsi permintaan yang tidak terlayani sehingga model tersebut tergolong 

MILP. 

 Metode eksak yang umum digunakan untuk menyelesaikan ILP maupun MILP adalah 

Branch and Bound (B&B). Algorimta ini bekerja dengan membagi permasalahan menjadi sub 

masalah yang lebih kecil (branching), kemudian mengeliminasi cabang yang tidak mungkin 

menghasilkan solusi optimal melalui proses bounding menggunakan relaksasi LP (Liu et al., 

2023). Pada setiap node pohon pencarian, nilai bound dibandingkan dengan solusi apabila 

bound suatu cabang lebih buruk, cabang tersebut dipangkas tanpa perlu dieksplorasi lebih lanjut 

(B et al., 2024). Pengembangan dari Branch and Bound adalah metode Branch and Cut, yang 

menambahkan cutting plane sebelum dilakukan branching lebih lanjut. Cutting plane adalah 

pertidaksamaan valid yang ditambahkan ke dalam formulasi LP untuk memperketat relaxation 

gap antara solusi relaksasi LP dan solusi integer optimal (Cornuéjols, 2008). Pada model MILP, 

relaxation gap cenderung lebih besar karena adanya interaksi variabel biner dan kontinu, 

sehingga penguatan melalui cutting plane menjadi semakin penting. Jenis cutting plane yang 

umumnya digunakan meliputi cover inequalities, Gomory cuts, dan facility-client consistency 



15 

cuts. Solver COIN-OR Branch and Cut (CBC) mengimplementasikan algoritma Branch and 

Cut secara otomatis (Forrest & Lougee-Heimer, 2005). 

2.2.5 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan teknologi berbasis komputer yang digunakan 

untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data spasial 

maupun nonspasial yang berkaitan dengan berbagai lokasi di permukaan bumi (Perrina, 2021). 

SIG banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti perencanaan wilayah, pengelolaan 

sumber daya, hingga analisis lokasi fasilitas publik (Erkamim et al., 2023). Secara operasional, 

implementasi sistem ini didukung oleh lima komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat 

lunak (seperti QGIS), data geografis, metode analisis, dan sumber daya manusia yang 

mengoperasikannya (Tinambunan & Sintaro, 2021). 

 Dalam proses analisisnya, SIG memanfaatkan basis data spasial yang menyajikan lokasi 

geografis mengenai suatu objek di permukaan bumi dalam bentuk titik, garis, maupun polygon. 

Pada data berbentuk polygon, salah satu konsep yang sering digunakan adalah centroid, yaitu 

titik pusat geometris dari suatu wilayah yang digunakan untuk merepresentasikan suatu wilayah 

menjadi satu titik koordinat (Deakin et al., 2002). Representasi ini bertujuan untuk 

menyederhanakan suatu wilayah sehingga dapat digunakan dalam berbagai analisis berbasis 

lokasi (Smith et al., 2025). Melalui perangkat lunak QGIS, koordinat geografis (latitude dan 

longitude) dari centroid setiap kecamatan dapat dihitung secara otomatis untuk kemudian 

digunakan sebagai basis data permintaan dalam perhitungan jarak atau waktu tempuh 

(Sulaiman et al., 2025). 

2.2.6 Pengukuran Waktu Tempuh (Travel Time) 

Jarak merupakan salah satu parameter penting dalam analisis aksesibilitas yang digunakan 

untuk menggambarkan tingkat keterjangkauan suatu lokasi terhadap lokasi lainnya (Yenisetty 

& Bahadure, 2020). Selain jarak, waktu tempuh (travel time) juga merupakan parameter penting 

yang menunjukkan durasi perjalanan dari titik asal menuju titik tujuan melalui suatu jaringan 

transportasi (Tahmasbi & Haghshenas, 2019). Waktu tempuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

seperti jarak perjalanan, kecepatan kendaraan, kondisi jalan, dan lalu lintas. Berdasarkan 

Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia Direktorat Jenderal Bina Marga (2023), waktu tempuh 

dapat dihitung menggunakan persamaan berikut: 

𝑊𝑇 =
𝑃

𝑉𝑝
 

(2.13) 

Keterangan: 
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WT : waktu tempuh (jam) 

P : panjang ruas atau jarak (km) 

Vp : kecepatan tempuh rata-rata arus lalu lintas untuk kendaraan tertentu (km/jam) 

 Google Maps Distance Matrix API merupakan layanan pemetaan digital yang 

dikembangkan oleh Google untuk menghitung jarak dan estimasi waktu tempuh antara titik asal 

(origin) dan titik tujuan (destination) berdasarkan jaringan jalan nyata (Google Developers, 

2026). Berbeda dengan pendekatan jarak lurus yang hanya mengukur jarak geometris, layanan 

ini menggunakan data jaringan jalan aktual beserta kondisi lalu lintas sehingga menghasilkan 

estimasi yang lebih representatif terhadap kondisi perjalanan nyata di lapangan (Umam et al., 

2025). 

 Secara teknis Google Maps Distance Matrix API menggunakan algoritma Contraction 

Hierarchies yang dikombinasikan dengan algoritma Dijkstra dan A-Star untuk menemukan 

jalur dengan bobot minimum pada jaringan jalan yang dimodelkan sebagai graf G= (V, E), di 

mana V merepresentasikan simpul (node) berupa persimpangan jalan dan E merepresentasikan 

sisi (edge) berupa segmen jalan dengan bobot tertentu. Pencarian jalur terpendek dilakukan 

dengan meminimalkan total bobot lintasan dari simpul asal s ke simpul tujuan t: 

𝑑(𝑠, 𝑡) = 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑤(𝑛𝑖 , 𝑛𝑖+1)

𝑚−1

𝑖=1

 (2.14) 

Di mana 

𝑤(𝑛𝑖 , 𝑛𝑖+1) : bobot segmen jalan antara simpul n1 dan n1+1 

m  : jumlah simpul pada lintasan yang ditempuh 

 Estimasi waktu tempuh dihitung menggunakan fungsi heuristik A-star dengan 

persamaan: 

𝑓(𝑛) = 𝑔(𝑛) + ℎ(𝑛) (2.15) 

Di mana 

g(n) : biaya aktual dari simpul asal ke simpul n 

h(n) : estimasi heuristik biaya dari simpul n ke tujuan. 

 Bobot segmen jalan ditentuan berdasarkan data lalu lintas dinamis sehingga estimasi 

waktu tempuh yang dihasilkan sudah memperhitungkan variasi kecepatan kendaraan pada 

kondisi jalan yang berbeda. Luaran yang dihasilkan dari Google Maps Distance Matrix API 

berupa nilai distance dalam satuan meter dan duration dalam satuan detik untuk setiap pasangan 

titik asal dan tujuan. 
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2.2.7 Waktu Tanggap Pada Layanan Darurat 

Response time atau waktu tanggap dalam layanan darurat merupakan waktu yang dibutuhkan 

sejak laporan kejadian diterima hingga unit layanan darurat tiba di lokasi kejadian (Wan Jusoh 

et al., 2022). Waktu tanggap menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja layanan 

pemadam kebakaran karena menunjukkan seberapa cepat unit tanggap darurat dapat mencapai 

lokasi kejadian setelah menerima laporan insiden, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas 

penanganan keadaan darurat (Al-Jarallah & And Eid Al Dossary, 2015). Dapat disimpulkan 

bahwa semakin cepat unit layanan darurat dapat mencapai lokasi kejadian, maka semakin besar 

peluang untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari suatu kejadian darurat, seperti 

kecelakaan, kebakaran, maupun kondisi medis yang memerlukan penanganan segera. 

 Dalam pelayanan pemadam kebakaran, kecepatan waktu tanggap sangat penting untuk 

meminimalkan dampak kerugian akibat kebakaran. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan 

evaluasi layanan pemadam kebakaran digunakan standar waktu tanggap sebagai acuan kinerja 

pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang 

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, waktu tanggap respon untuk 

menjangkau lokasi kejadian kebakaran ditetapkan maksimal 15 menit sejak laporan kejadian 

diterima hingga unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian (Menteri Pekerjaan Umum, 

2009). Standar waktu tanggap tersebut digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan 

layanan pemadam kebakaran dalam menjangkau lokasi kejadian secara cepat dan efektif. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan fokus kajian ilmiah yang digunakan sebagai dasar dalam 

pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian secara objektif, valid, dan reliabel. Dalam 

penelitian ini, penentuan jumlah dan lokasi optimal Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 

atau staiun pemadam kebakaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan objek yang 

diteliti. Adapun objek tersebut melibatkan koordinat centroid tingkat kecamatan yang 

direpresentasikan menjadi titik-titik permintaan, serta waktu tempuh antar titik asal dan titik 

tujuan. 

 

3.2 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, beberapa instrumen diperlukan untuk mendukung pengumpulan dan 

analisis data. Berikut merupakan instrumen penelitian yang digunakan: 

1. Dataset, terdiri dari data-data yang dibutuhkan dalam proses pengolahan data. Data tersebut 

meliputi peta wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), titik koordinat pos 

pemadam kebakaran Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), data historis kebakaran bangunan 

di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam lima tahun terakhir, data jumlah penduduk 

menurut kecamatan di di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Standar Pelayanan Minimal 

penanganan kejadian kebakaran, serta biaya pembangunan dan kapasitas layanan pemadam 

kebakaran. 

2. Layanan pemetaan digital Google Maps Distance Matrix API, digunakan untuk menghitung 

jarak dan waktu tempuh antara titik asal (origin) dan titik tujuan (destination). 

3. Bahasa pemrograman Python, digunakan untuk mengeksekusi proses optimasi melalui 

Solver CBC oleh Python PuLP. 

4. Tools pendukung, yaitu QGIS untuk memetakan wilayah administrasi dan titik koordinat 

centroid kecamatan, Google Spreadsheet untuk menghitung jarak dan waktu tempuh 

dengan dukungan Google Maps Distance Matrix API, Microsoft Excel untuk 

merekapitulasi data yang telah dikumpulkan dan diolah, serta Google Colaboratory untuk 

melakukan pemrograman optimasi dengan Python. 
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3.3 Sumber Data Primer dan Sekunder 

Berikut merupakan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Data primer, merupakan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung. Pada 

penelitian ini, data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara. Data yang 

didapatkan melalui observasi di internet yaitu data wilayah adiministrasi DIY per 

kecamatan, titik koordinat pos pemadam kebakaran DIY eksisting, data kejadian kebakaran 

bangunan di DIY dalam lima tahun terakhir, dan Standar Pelayanan Minimal kejadian 

kebakaran. Sedangkan, data yang diperoleh melalui wawancara yaitu data target Wilayah 

Manajemen Kebakaran (WMK) di DIY, kondisi cakupan dan kebijakan target WMK di 

DIY saat ini, serta estimasi biaya unit pemadam kebakaran. 

2. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur maupun perantara, seperti buku, jurnal 

penelitian terdahulu, artikel, website, dan sumber tertulis lainnya. Data ini digunakan untuk 

mendukung dan memvalidasi kualitatif dalam penelitian serta membantu sebagai data 

pendukung terhadap data primer yang telah diperoleh. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat, relevan, serta 

mendukung tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua metode utama, 

di antaranya: 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Pemadam Kebakaran 

dan Keselamatan (Damkarmat) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY. 

Tujuan dari metode ini adalah memperoleh informasi mengenai tantangan operasional 

dalam memenuhi permintaan layanan penanggulangan kebakaran, khususnya kebakaran 

bangunan. Tantangan operasional dikhususkan dalam konteks keterbatasan cakupan stasiun 

pemadam kebakaran akibat minimnya jumlah WMK eksisting. Selain itu, wawancara 

dilakukan untuk menggali informasi mengenai kebijakan penanggulangan, standar minimal 

pelayanan, serta estimasi biaya unit pemadam kebakaran. 

2. Studi Literatur 

Observasi tidak langsung dilakukan melalui kajian literatur serta mencari berbagai sumber 

informasi atau data secara daring yang relevan dengan topik penelitian. Sumber informasi 

tersebut terdiri dari jurnal ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, artikel, data spasial, 
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dokumen yang berkaitan mengenai peran pemadam kebakaran di Indonesia, penerapan 

model Facility Location Problem (FLP) dan algoritma eksak pada fasilitas layanan darurat, 

serta analisis spasial dalam penyelesaian masalah aksesibilitas layanan. 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi merupakan seluruh elemen yang menjadi objek penelitian, yang dapat berupa individu, 

objek, peristiwa, maupun data yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wilayah geografis Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) yang memiliki potensi risiko kebakaran bangunan dan memerlukan proteksi 

layanan darurat, di mana pada penelitian ini digambarkan dalam batas wilayah administratif 

tingat kecamatan. Data kependudukan serta data historis kejadian kebakaran bangunan juga 

digunakan sebagai parameter populasi untuk menggambarkan intensitas permintaan layanan 

yang harus dipenuhi oleh fasilitas pemadam kebakaran. 

3.5.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu unit permintaan (demand 

points) dan unit fasilitas. Unit permintaan direpresentasikan oleh 78 kecamatan di wilayah DIY, 

di mana setiap kecamatan diwakili oleh titik koordinat centroid masing-masing wilayah. 

Penggunaan kecamatan sebagai unit analisis didasarkan pada pembagian Wilayah Manajemen 

Kebakaran (WMK) yang telah ditetapkan oleh BPBD DIY serta beberapa penelitian terdahulu 

dengan unit analisis yang sama. Sementara itu, unit fasilitas terdiri dari 15 pos pemadam 

kebakaran eksisting serta kandidat lokasi baru yang dihasilkan melalui pemetaan lokasi tidak 

terlayani atau underserved. Pendekatan tersebut digunakan untuk menentukan titik koordinat 

rekomendasi guna memenuhi target pemenuhan WMK di tiap kabupaten/kota yang saat ini 

masih memiliki kesenjangan antara jumlah WMK eksisting dengan target kebutuhan layanan. 

 

3.6 Perancangan Model Optimasi 

3.6.1 Perhitungan Waktu Tempuh dengan Google Maps Distance Matrix API 

Data waktu tempuh antar titik lokasi diperoleh melalui Google Maps Distance Matrix API, 

yaitu layanan yang menghitung estimasi jarak dan waktu tempuh berdasarkan kondisi jaringan 

jalan nyata (Google Developers, 2026). Penggunaan API ini dipilih karena mampu 

mengakomodasi hambatan lalu lintas aktual di lapangan, sehingga lebih representatif 
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dibandingkan pendekatan jarak lurus maupun Euclidean yang mengabaikan kondisi jaringan 

jalan. 

 Pengambilan data waktu tempuh dilakukan pada rentang waktu sore hari yang 

merepresentasikan kondisi lalu lintas puncak (peak hour), dengan merujuk pada metodologi 

analisis aksesibilitas dinamis oleh Ma et al. (2025). Pemilihan skenario lalu lintas terpadat 

didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi kemacetan lalu lintas merupakan skenario kritis 

paling realistis yang harus diatasi untuk menjamin keandalan dan kestabilan respons 

penyelamatan darurat. Pengambilan waktu tempuh pada API berupa nilai distance (meter) dan 

duration (detik), yang selanjutnya duration dikonversi menjadi menit sebagai satuan akhir yang 

digunakan dalam proses optimasi. Data waktu tempuh ini dihitung untuk setiap pasangan titik 

kandidat pos WMK dan pusat kecamatan yang belum terlayani atau underserved sehingga 

menghasilkan matriks waktu tempuh sebagai data masukan utama model optimasi lokasi. 

3.6.2 Model Matematis Facility Location Problem (FLP) 

Permasalahan penentuan lokasi fasilitas berkembang dari model dasar Facility Location 

Problem (FLP) ke dalam berbagai varian seiring dengan kompleksitas kebutuhan layanan 

publik. Penelitian ini memformulasikan pendekatan komparatif multi-skenario melalui tiga 

model FLP utama, yaitu Set Covering Problem (SCP), Partial Set Covering Problem (PSCP), 

dan Maximal Covering Location Problem (MCLP). 

 Kerangka kerja model SCP pada penelitian ini diadaptasi dari teori C. S. ReVelle et al. 

(2002) dalam penelitian Aktaş et al. (2013) yang berorientasi pada pemenuhan cakupan penuh 

dengan kuantitas fasilitas paling minimum. Untuk menyesuaikan kondisi di lapangan, 

penelitian ini juga menggunakan model Partial Set Covering Problem (PSCP) guna 

meminimalkan jumlah pos WMK yang dapat memenuhi layanan berdasarkan jumlah cakupan 

tertentu (Cordeau et al., 2019). Model MCLP juga diadaptasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Aktaş et al. (2013) dengan fokus memaksimalkan cakupan permintaan berdasarkan 

keterbatasan jumlah fasilitas. Ketiga model matematika tersebut dikategorikan sebagai 

permasalahan integer dan diselesaikan secara eksak menggunakan algoritma eksak yang 

dijalankan melalui Solver CBC pada Python PuLP. 

3.6.2.1 Komponen Dasar Model Matematis 

Sebelum menyusun fungsi tujuan dan kendala dari masing-masing skenario, diperlukan 

pendefinisian mengenai komponen dasar model yang meliputi notasi himpunan, parameter 

jaringan jalan, serta variabel keputusan sebagai berikut: 
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a. Notasi Himpunan dan Indeks 

• i : indeks untuk wilayah kecamatan yang berstatus tidak terlayani oleh pos kesisting 

I underserved (i∈ Kecamatan underserved) 

• j : indeks untuk alternatif lokasi kandidat pos pemadam kebakaran (WMK) baru (j∈ 

Kandidat) 

• Ni : Himpunan kandidat j yang dapat menjangkau kecamatan I dalam kurang dari 

standar watu tempuh 

• kab : indeks untuk wilayah administrative kabupaten atau kota di Provinsi DIY (kab∈ 

Kabupaten) 

b. Parameter Jaringan dan Kebijakan 

• dij : Jarak waktu tempuh nyata (menit) dari kandidat pos j menuju pusat kecamatan i 

berdasarkan pengumpulan data jaringan jalan nyata. 

• Pkab : Batasan kuota maksimal jumlah pos WMK baru yang diizinkan untuk dibangun 

pada masing-masing wilayah kabupaten/kota. 

• a  : Persentase jaminan jangkauan pelayanan minimum untuk kelompok kecamatan 

yang belum terlayani 

c. Variabel Keputusan 

• wi : Variabel bobot permintaan atau populasi yang dilayani pada titik permintaan 

• xj : Variabel biner untuk status pembangunan pos WMK; bernilai 1 jika alternatif 

lokasi kandidat j dipilih untuk dibangun pos baru, dan bernilai 0 jika tidak dibangun. 

• yi : Variabel biner untuk status jangkauan wilayah; bernilai 1 jika kecamatan i berhasil 

terlayani dalam standar waktu tanggap ≤ 15 menit, dan bernilai 0 jika tidak terlayani. 

• zij : Variabel biner untuk plot alokasi pelayanan; bernilai 1 jika aktivitas cakupann 

kebakaran di kecamatan i dialokasikan secara khusus ke pos pelayanan j, dan bernilai 0 

jika tidak dialokasikan. 

3.6.2.2 Set Covering Problem (SCP) 

Model ini mengadopsi formulasi dasar Set Covering Problem (SCP) dari teori C. S. ReVelle et 

al. (2002) dalam Aktaş et al. (2013) yang disesuaikan untuk kondisi wilayah penelitian. 

Perbedaan dengan model pada landasan teori terletak pada pembatasan ruang lingkup wilayah 

permintaan, di mana fungsi tujuan dan kendala pada skenario model ini disesuaikan agar 

berfokus pada menyelesaikan optimasi pada kelompok kecamatan yang belum terlayani oleh 

pos WMK eksisting. 
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a. Fungsi Tujuan 

Fungsi tujuan dari model SCP diformulasikan untuk meminimalkan jumlah fasilitas pos 

WMK baru yang dibangun pada lokasi kandidat: 

Min Z = ∑ 𝑥𝑗

j∈Kandidat

 (3.1) 

b. Kendala 1: Jaminan Cakupan Wilayah 

Memastikan setiap titik permintaan harus dilayani setidaknya satu kandidat fasilitas 

pemadam (WMK) yang berada dalam threshold 15 menit. 

∑ 𝑥𝑗 ≥ 1

j∈Kandidat

 ∀i ∈ Kecamatan 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 (3.2) 

c. Kendala 2: Sifat Biner Variabel 

Membatasi nilai dari variabel keputusan pembangunan fasilitas agar hanya berupa 

keputusan biner bulat: 

𝑥𝑗 ∈ {0, 1} ∀j ∈ Kandidat (3.3) 

3.6.2.3 Partial Set Covering Problem (PSCP) 

Model Partial Set Covering Problem (PSCP) mengadopsi formulasi dikembangkan oleh 

Daskin & Owen (1999) serta Cordeau et al. (2019) yang disesuaikan untuk kondisi wilayah 

penelitian. Model ini memiliki fungsi tujuan meminimalkan jumlah fasilitas dengan syarat 

minimum tertentu dari seluruh permintaan harus terlayani guna meminimalkan total biaya 

pembangunan. 

a. Fungsi Tujuan 

Fungsi tujuan dari model PSCP diformulasikan untuk meminimalkan jumlah fasilitas pos 

WMK baru yang dibangun pada lokasi kandidat 

Min Z = ∑ 𝑥𝑗

j∈Kandidat

 (3.4) 

b. Kendala 1: Jaminan Cakupan Wilayah 

Memastikan setiap titik permintaan harus dilayani setidaknya satu kandidat fasilitas 

pemadam (WMK) yang berada dalam threshold 15 menit 

∑ 𝑥𝑗 ≥ 1

j∈Kandidat

 ∀i ∈ Kecamatan 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 (3.5) 

c. Kendala 2: Pemenuhan Cakupan Minimum 
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Total kecamatan underserved yang terlayani harus memenuhi proporsi minimum α dari 

kecamatan underserved. 

∑ 𝑦𝑖

j∈Kandidat

≥ α . Kecamatan 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 (3.6) 

d. Kendala 3: Keterbatasan Target Pembangunan 

Kendala ini membatasi agar total fasilitas pos WMK baru per kabupaten/kota tidak 

melampaui nilai batas target gap yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

∑ 𝑥𝑗 ≤ 𝑃𝑘𝑎𝑏 ∀kab ∈ Kabupaten 

j∈KandidatKab

 (3.7) 

e. Kendala 4: Sifat Biner Variabel 

Memastikan variabel keputusan penempatan pos dan status keterlayanan wilayah berada 

dalam domain bilangan biner: 

𝑥𝑗 , 𝑦𝑖 ∈ {0, 1} ∀j ∈ Kandidat, ∀i ∈ Kecamatan Underserved (3.8) 

3.6.2.4 Maximal Covering Location Problem (MCLP) 

Model ini diadaptasi dari penelitian Aktaş et al. (2013) dengan fungsi tujuan memaksimalkan 

cakupan permintaan dengan batasan jumlah pos WMK baru yang dapat dibangun. Kendala 

tersebut ditetapkan berdasarkan gap target WMK pada masing-masing kabupaten/kota sebagai 

representasi keterbatasan anggaran pemerintah daerah. 

a. Fungsi Tujuan 

Fungsi tujuan dari model MCLP yaitu memaksimalkan permintaan pada kecamatan 

underserved yang dapat dilayani melalui penempatan pos WMK baru berdasarkan 

keterbatasan jumlah fasilitas yang tersedia. 

Max Z = ∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖

i∈Kecamatan 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑

 (3.9) 

b. Kendala 1: Keterbatasan Target Pembangunan 

Kendala ini membatasi agar total fasilitas pos WMK baru per kabupaten/kota tidak 

melampaui nilai batas target gap yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

∑ 𝑥𝑗 ≤ 𝑃𝑘𝑎𝑏 ∀kab ∈ Kabupaten 

j∈KandidatKab

 (3.10) 

c. Kendala 2: Pembatasan Jangkauan Pelayanan 
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Status keterlayanan suatu kecamatan (yi = 1) hanya diizinkan terwujud apabila terdapat 

minimal satu kandidat pos di sekitarnya yang aktif dibangun (xi = 1) serta berada di dalam 

batas jangkauan regulasi (aij = 1) 

∑ 𝑥𝑗

j∈Ni

≥ 𝑦𝑖 ∀i ∈ Kecamatan 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 (3.11) 

d. Kendala 3: Sifat Biner Variabel 

Memastikan variabel keputusan penempatan pos dan status keterlayanan wilayah berada 

dalam domain bilangan biner: 

𝑥𝑗 , 𝑦𝑖 ∈ {0, 1} ∀j ∈ Kandidat, ∀i ∈ Kecamatan Underserved (3.12) 

 

3.8 Alur Penelitian 

Alur penelitian bertujuan untuk merepresentasikan langkah-langkah dalam menjalankan 

penelitian ini. Alur pada penelitian ini dijabarkan melalui flowchart sebagai berikut: 
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Gambar 3. 1 Alur Penelitian 

 Berikut merupakan penjelasan mengenai alur penelitian pada gambar 3.1: 

1. Mulai 

2. Identifikasi Masalah 

Peneliti mengidentifikasi adanya kesenjangan antara cakupan layanan Wilayah 

Manajemen Kebakaran (WMK) eksisting dengan kebutuhan pelayanan kebakaran di 
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Provinsi DIY. Permasalahan tersebut ditunjukkan oleh belum meratanya jangkauan 

layanan pemadam kebakaran karena adanya keterbatasan jumlah WMK, sehingga 

masih terdapat wilayah yang belum mampu dijangkau sesuai standar waktu tanggap. 

Kondisi tersebut diperkuat oleh tingginya kepadatan penduduk dan frekuensi kejadian 

kebakaran bangunan yang tinggi di beberapa kecamatan. 

3. Penentuan Rumusan Masalah, Tujuan, Batasan, dan Asumsi Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, 

menetapkan tujuan yang ingin dicapai, serta menentukan batasan dan asumsi penelitian 

agar pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan. 

4. Studi Literatur dan Lapangan 

Tahap penguatan fondasi teoretis dengan mengkaji berbagai literatur mengenai Facility 

Location Problem (FLP), karakteristik model Set Covering, Maximal Covering, dan 

pengembangan model seperti Partial Set Covering Problem. Selain itu, dilakukan 

pendalaman terhadap cara kerja algoritma eksak Branch and Bound dan Branch and 

Cut, ekstraksi data spasial menjadi titik centroid, penggunaan Google Maps Distance 

Matrix API, serta regulasi teknis nasional mengenai standar proteksi kebakaran publik. 

5. Pengumpulan Data dan Formulasi Model Matematis 

Kedua tahap ini dilakukan secara paralel. Pengumpulan data mencakup penghimpunan 

seluruh data sekunder dan spasial riil yang bersumber dari instansi serta platform resmi, 

meliputi: 

a. Data spasial batas administrasi 78 kecamatan d DIY dalam format shapefile. 

b. Titik koordinat lokasi 15 pos pemadam kebakaran (WMK) eksisting. 

c. Data historis frekuensi kejadian kebakaran bangunan periode 2021-2025 dari 

platform PAMOR JOGJA. 

d. Data jumlah penduduk per kecamatan di Provinsi DIY dari Badan Pusat Statistik 

(BPS). 

e. Standar Pelayanan Minimum waktu tanggap kebakaran 

f. Data dokumen rencana strategis target pembangunan pos WMK baru dari BPBD 

DIY. 

Secara bersamaan, peneliti merancang formulasi matematis untuk tiga model optimasi, 

yaitu SCP, PSCP, dan MCLP, yang disesuaikan dengan batasan parameter kondisi di 

DIY sebagai kerangka logika sebelum program dijalankan. 
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6. Pengolahan Data 

Tahap ini mencakup serangkaian proses komputasi yang dilakukan secara berurutan 

sebagai berikut: 

a. Pra-pemrosesan Spasial: Menentukan titik permintaan (demand points) dengan 

mengekstraksi centroid dari 78 kecamatan sebagai representasi lokasi kebutuhan 

layanan menggunakan perangkat lunak QGIS. 

b. Perhitungan Matriks Waktu Tempuh: Menghitung waktu berkendara nyata dari 15 

pos eksisting menuju seluruh 78 titik centroid kecamatan menggunakan integrasi 

Google Maps Distance Matrix API, menghasilkan matriks waktu tempuh dalam 

satuan menit. 

c. Skenario 1 (Analisis Underserved Area): Mengevaluasi cakupan 15 WMK eksisting 

menggunakan threshold waktu tanggap 15 menit untuk memetakan kecamatan mana 

yang berstatus belum terlayani (underserved) sebagai penentuan wilayah kandidat 

pembangunan WMK baru. 

d. Skenario 2 (SCP): Menjalankan model SCP untuk mencari jumlah minimal pos baru 

yang dibutuhkan guna mencapai target cakupan layanan 100% di seluruh DIY. 

e. Skenario 3 (PSCP): Menjalankan model PSCP untuk meminimalkan jumlah pos 

baru yang dibutuhkan dengan memenuhi threshold cakupan layanan tertentu 

sekaligus memenuhi gap target tiap kabupaten/kota berdasarkan data pemerintah 

daerah. 

f. Skenario 4 (MCLP): Menjalankan model MCLP untuk memaksimalkan cakupan 

permintaan di bawah batasan jumlah fasilitas, di mana alokasi pos maksimum 

dibatasi pada gap target tiap kabupaten/kota berdasarkan data pemerintah daerah. 

7. Analisis Hasil dan Pembahasan 

Peneliti melakukan verifikasi kondisi eksisting terhadap efektivitas cakupan layanan 

WMK saat ini. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif terhadap hasil ketiga skenario 

optimasi berdasarkan jumlah WMK yang dibutuhkan, peningkatan cakupan layanan, 

cakupan permintaan, kebutuhan anggaran pembangunan, serta distribusi lokasi WMK 

yang dihasilkan. Hasil analisis digunakan untuk menentukan skenario yang paling 

sesuai sebagai rekomendasi pembangunan WMK di DIY. 

8. Kesimpulan dan Saran 
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Peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan serta 

pemberian saran bagi penelitian selanjutnya maupun rekomendasi implementasi kepada 

BPBD DIY dalam perencanaan pembangunan WMK.. 

9. Selesai 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1 Gambaran Wilayah Penelitian 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di bagian tengah selatan Pulau Jawa 

dengan luas wilayah mencapai 3.185,80 km2. Secara administratif, wilayah ini terdiri atas 

empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten 

Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Provinsi ini memiliki 

karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk 

tinggi hingga kawasan perbukitan dan pedesaaan dengan aksesibilitas yang lebih rendah. 

Kondisi geografis tersebut menyebabkan kebutuhan layanan publik pada setiap wilayah 

menjadi berbeda-beda. 

 Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

kecamatan di wilayah DIY yang diwakili oleh titik centroid administratifnya. Pemilihan 

kecamatan sebagai unit permintaan didasarkan pada regulasi pembagian Wilayah Manajemen 

Kebakaran (WMK) oleh pemerintah daerah. Data spasial titik permintaan ini diolah 

menggunakan perangkat lunak QGIS untuk menghasilkan koordinat wilayah yang akan 

dihitung waktu tempuh dan cakupan layanannya terhadap pos pemadam kebakaran. Untuk 

mendukung analisis non-spasial, data kependudukan bersumber dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) untuk menggambarkan estimasi beban kebutuhan layanan kebakaran di setiap wilayah, 

yang akan digunakan sebagai salah satu kriteria pembobotan. Seluruh data penunjang tersebut 

ditunjukkan dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Koordinat dan Populasi Seluruh Kecamatan di DIY 

Kabupaten/Kota Kecamatan Jumlah Penduduk 
Koordinat 

Latitude Longitude 

Kulon Progo 

Temon 29.095 -7.888917 110.072018 

Wates 49.508 -7.890414 110.132342 

Panjatan 39.381 -7.916283 110.156102 

Galur 32.755 -7.95261 110.202719 

Lendah 41.410 -7.913934 110.230874 

Sentolo 50.514 -7.860071 110.219951 
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Kabupaten/Kota Kecamatan Jumlah Penduduk 
Koordinat 

Latitude Longitude 

Pengasih 53.561 -7.830627 110.154153 

Kokap 35.658 -7.830902 110.095437 

Girimulyo 24.735 -7.750844 110.158868 

Nanggulan 31.314 -7.787644 110.200962 

Samigaluh 29.730 -7.682716 110.169736 

Kalibawang 27.657 -7.686782 110.233076 

Bantul 

Srandakan 31.171 -7.961094 110.241605 

Sanden 31.945 -7.980632 110.265729 

Kretek 30.941 -7.99511 110.305837 

Pundong 36.344 -7.969027 110.341993 

Bambanglipuro 42.284 -7.94439 110.312847 

Pandak 52.927 -7.924352 110.287629 

Pajangan 67.116 -7.870616 110.287536 

Bantul 60.240 -7.895426 110.332964 

Jetis 65.229 -7.910759 110.365147 

Imogiri 40.602 -7.937291 110.39766 

Dlingo 31.171 -7.920953 110.458761 

Banguntapan 118.712 -7.829394 110.407546 

Pleret 50.536 -7.876701 110.414094 

Piyungan 54.957 -7.843193 110.462766 

Sewon 103.738 -7.857506 110.357029 

Kasihan 109.474 -7.828881 110.324436 

Sedayu 50.453 -7.82429 110.258335 

Gunungkidul 

Gedangsari 38.670 -7.828921 11.059403 

Girisubo 24.640 -8.166301 110.758503 

Karangmojo 56.250 -7.938364 110.667317 

Ngawen 34.230 -7.83056 110.691353 

Nglipar 32.790 -7.874907 110.633465 

Paliyan 32.270 -8.013819 110.529905 

Panggang 29.220 -8.030803 110.439623 
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Kabupaten/Kota Kecamatan Jumlah Penduduk 
Koordinat 

Latitude Longitude 

Patuk 34.520 -7.861322 110.524803 

Playen 60.910 -7.940689 110.522323 

Ponjong 54.930 -7.971774 110.729807 

Purwosari 20.870 -8.023477 11.037582 

Rongkop 28.780 -8.087135 110.744182 

Saptosari 38.600 -8.077495 110.510076 

Semanu 59.030 -8.032188 110.657367 

Semin 55.980 -7.861478 110.742459 

Tanjungsari 28.410 -8.091955 110.589802 

Tepus 35.310 -8.121035 110.656664 

Wonosari 87.790 -7.976973 110.590867 

Sleman 

Berbah 58.919 -7.807.379 110.450.458 

Cangkringan 32.780 -7.627.847 110.449.913 

Depok 127.918 -7.766.888 110.410.751 

Gamping 98.203 -77.903 110.320.218 

Godean 73.322 -7.768.063 110.295.684 

Kalasan 88.958 -7.746.634 110.464.108 

Minggir 32.894 -7.731.779 110.248.404 

Mlati 96.948 -7.739.384 110.345.865 

Moyudan 34.007 -7.777.415 110.247.817 

Ngaglik 105.793 -7.711.867 11.039.923 

Ngemplak 67.833 -7.706.854 110.443.567 

Pakem 39.898 -7.627.468 110.415.681 

Prambanan 55.989 -7.797.185 110.504.924 

Seyegan 53.607 -7.726.522 110.300.312 

Sleman 73.630 -769.378 110.349.031 

Tempel 55.769 -7.665.712 110.317.951 

Turi 39.028 -7.628.518 110.381.696 

Yogyakarta 
Tegalrejo 37.429 -7.778524 110.357 

Jetis 26.999 -7.7827 110.36428 
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Kabupaten/Kota Kecamatan Jumlah Penduduk 
Koordinat 

Latitude Longitude 

Gondokusuman 43.265 -7.786047 110.381425 

Danurejan 21.088 -7.793049 110.372159 

Gedongtengen 18.973 -7.791877 110.361006 

Ngampilan 17.850 -7.800949 110.357787 

Wirobrajan 28.168 -7.803224 110.350412 

Mantrijeron 35.424 -7.818763 110.359137 

Kraton 21.269 -7.809062 110.362833 

Gondomanan 14.496 -7.801875 110.367145 

Pakualaman 10.526 -7.799955 110.375494 

Mergangsan 31.708 -7.813744 110.373531 

Umbulharjo 72.729 -7.813696 110.387055 

Kotagede 35.855 -7.818749 110.398773 

Total 3.734.945   

4.1.2 Data Lokasi Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 

Data lokasi pos pemadam kebakaran (WMK) eksisting digunakan untuk mengidentifikasi 

sebaran fasilitas pelayanan kebakaran yang saat ini beroperasi di wilayah DIY. Data ini 

diperoleh dari dua sumber, yaitu situs Geoportal DIY untuk data spasial dalam format shapefile, 

serta hasil wawancara dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY untuk 

konfirmasi status operasional masing-masing pos. Data yang dihimpun mencakup nama pos, 

lokasi administratif, serta koordinat geografis (latitude dan longitude) dari 15 WMK yang saat 

ini aktif beroperasi di empat kabupaten dan satu kota di DIY. 

 Data lokasi WMK eksisting dimanfaatkan dalam beberapa tahap pengolahan data dan 

analisis. Koordinat geografis digunakan sebagai titik asal dalam perhitungan matriks waktu 

tempuh. Selain itu, data ini menjadi dasar evaluasi cakupan pelayanan eksisting pada skenario 

1, yaitu untuk mengidentifikasi kecamatan yang belum terlayani (underserved) berdasarkan 

threshold waktu tanggap 15 menit. Hasil identifikasi underserved area tersebut selanjutnya 

menjadi input utama dalam proses optimasi, dimana hanya kecamatan berstatus underserved 

yang menjadi kandidat penempatan WMK baru. 

Tabel 4. 2 Koordinat WMK Eksisting di DIY 
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WMK Alamat 
Koordinat 

Latitude Longitude 

Pos Induk Wonosari Besari, Siraman, Kec. Wonosari, Gunungkidul -7.9714 110.58032 

Damkar Kulon Progo Kemiri, Margosari, Kec. Pengasih, Kulon Progo -7.85635 110.16498 

Pos Damkar Unit 2 
Jl. Sentolo Nanggulan, Jati Ngarang Lor, Kec. 

Nanggulan, Kulon Progo 
-7.7612 110.21019 

Pos Kyai Mojo 
Jl. Kyai Mojo No.70C, Bener, Kec. 

Tegalrejo,Yogyakarta 
-7.7821 110.35513 

Mako Induk 
Komplek Balaikota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56 

Yogyakarta 
-7.80096 110.39191 

Mako Damkar Sleman Jln. Candi Gebang, Beran Kidul, Tridadi, Sleman -7.71766 110.35524 

Pos Damkar Godean Senuko, Sidoagung, Godean, Sleman -7.76994 110.30042 

Sektor Banguntapan Bumiwetan, Baturetno, Banguntapan, Bantul -7.8297 110.41767 

Sektor Piyungan Onggopatran, Srimulyo, Piyungan, Bantul -7.83442 110.46641 

Sektor Sedayu 
Jl. Sedayu-Pajangan, Semampir, Argorejo, Sedayu, 

Bantul 
-7.81635 110.25676 

Sektor Kasihan Kembaran, Tamantirto, Kasihan, Bantul -7.82939 110.33579 

Sektor Imogiri Jl. Pramuka, Singosaren, Wukirsari, Imogiri, Bantul -7.90948 110.38676 

Sektor Pundong Piring, Srihardono, Pundong, Bantul -7.95742 110.34371 

Sektor Bantul Jl. K.H. Wakhid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul -7.89953 110.32194 

Pos Damkar Karangmojo Munggur, Ngipak, Kec. Karangmojo, Gunungkidul -7.95934 110.67317 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan (Damkarmat) BPBD DIY, instansi ini memiliki fungsi strategis dalam 

penyusunan prosedur tetap, koordinasi penyelenggaraan, serta penetapan standarisasi 

kebutuhan urusan kebakaran di wilayah DIY. Salah satu instrumen utama yang dikelola adalah 

pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagai unit operasional stasiun 

pemadam kebakaran yang tersebar secara strategis guna memastikan standar waktu tanggap 

dapat terpenuhi secara merata. Saat ini terdapat 15 WMK aktif yang beroperasi di bawah 

koordinasi BPBD DIY, dengan koordinat lokasi yang direpresentasikan pada Tabel 4.2. 

 Meskipun demikian, efektivitas layanan pemadam kebakaran di DIY saat ini masih 

berada di bawah 70%, dengan masih terdapatnya kesenjangan antara jumlah WMK eksisting 

dan target yang ditetapkan. Rincian gap antara jumlah WMK eksisting dan target per 

kabupaten/kota disajikan pada Tabel 4.3, yang selanjutnya digunakan sebagai parameter 

pembatas jumlah maksimal pembangunan WMK baru pada model PSCP dan MCLP. 

Tabel 4. 3 Perbandingan Target Jumlah WMK dengan Kondisi Eksisting 

Kabupaten/Kota Target Eksisting Gap (Pk) 

Bantul 9 7 2 

Sleman 9 2 11 
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Kabupaten/Kota Target Eksisting Gap (Pk) 

Kulon Progo 6 2 4 

Gunungkidul 13 2 7 

Kota Yogyakarta 3 2 1 

Total 40 15 25 

4.1.3 Penerapan Batasan (Threshold) Jangkauan Layanan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam konteks 

penanggulangan kebakaran, SPM digunakan sebagai parameter acuan untuk menentukan 

tingkat efektivitas jangkauan layanan dari suatu pos pemadam kebakaran. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (2009) serta hasil wawancara dengan Bagian Damkarmat 

BPBD DIY, terdapat dua parameter threshold yang relevan sebagaimana disajikan pada Tabel 

4.4. 

Tabel 4. 4 Parameter Threshold Jangkauan Layanan 

Parameter Keterangan 

Response Time 
Standar waktu maksimal 15 menit mulai dari diterimanya laporan hingga 

petugas tiba di lokasi kebakaran 

Jangkauan 

Layanan 

Area pelayanan berbasis jarak ditentukan dalam rentang 2,5 hingga 7 

kilometer (km) dari lokasi pos pemadam kebakaran 

 Pada penelitian ini, parameter yang ditetapkan sebagai threshold cakupan layanan adalah 

waktu tanggap maksimal 15 menit. Pemilihan parameter waktu tempuh dibandingkan jarak 

didasarkan pada pertimbangan bahwa waktu tempuh lebih merepresentasikan aksesibilitas 

nyata di lapangan, mengingat kondisi jaringan jalan dan hambatan lalu lintas di setiap wilayah 

DIY tidak seragam. 

4.1.4 Data Pendukung 

Penelitian ini menggunakan data pendukung berupa data historis kejadian kebakaran bangunan 

dan laju pertumbuhan penduduk di DIY. Kedua data tersebut digunakan sebagai informasi 

pendukung dalam penyusunan rekomendasi implementasi hasil optimasi. Data historis kejadian 

kebakaran bangunan periode 2021-2025 diambil dari PAMOR JOGJA, platform milik BPBD 

DIY, sedangkan data laju pertumbuhan penduduk tahun 2026 pada tingkat kabupaten/kota 

diperoleh dari BPS DIY. 

Tabel 4. 5 Frekuensi Kejadian Kebakaran Bangunan di DIY Tahun 2021-2025 

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

1 Bantul 78 10 111 62 45 306 
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No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

2 Gunungkidul 25 22 57 43 40 187 

3 Kota Yogyakarta 17 17 104 12 3 153 

4 Kulon Progo 29 30 68 59 23 209 

5 Sleman 14 27 110 20 3 174 
  163 106 450 196 114 1029 

 Selain data historis kejadian kebakaran, penelitian ini juga menggunakan data laju 

pertumbuhan penduduk sebagai salah satu pertimbangan dalam mengidentifikasi wilayah yang 

berpotensi mengalami peningkatan kebutuhan layanan kebakaran pada masa mendatang. 

Tabel 4. 6 Laju Pertumbuhan Penduduk 2026 

Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan Penduduk 

Kulon Progo 0,52 

Bantul 0,83 

Gunungkidul 0,16 

Sleman 0,10 

Yogyakarta 0,63 

 

4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Perhitungan Matriks Waktu Tempuh 

Tahap awal pengolahan data spasial dalam penelitian ini dilakukan dengan mentransformasikan 

basis data spasial titik koordinat menjadi matriks waktu tempuh. Proses ini bertujuan untuk 

memetakan hambatan dan durasi perjalanan secara nyata dari setiap pos WMK menuju seluruh 

titik permintaan tingkat kecamatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Perhitungan matriks ini diekstraksi secara otomatis menggunakan bantuan Google Maps 

Distance Matrix API yang diintegrasikan melalui script pemrograman dengan menetapkan 

parameter mode berkendara truk (mode = “truck”). Perhitungan matriks jarak dan waktu 

tempuh ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

1. Inisialisasi Parameter Kendaraan 

Tabel 4. 7 Code Inisialisasi Parameter Kendaraan 

Code Fungsi 

function 

GMAPS_ROUTE_INFO(start_address, 

end_address, vehicle_type) { 

  if (!vehicle_type) { 

    vehicle_type = "truck"; 

  } 

Menerima tiga input yaitu koordinat asal, 

koordinat tujuan, dan jenis kendaraan. 

Apabila jenis kendaraan tidak dapat 

ditentukan, secara otomatis diterapkan 

sebagai kendaraan truk. 
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2. Konfigurasi Permintaan Rute 

Tabel 4. 8 Code Konfirugasi Permintaan Rute 

Code Fungsi 

var finder = Maps.newDirectionFinder() 

    .setOrigin(start_address) 

    .setDestination(end_address) 

    .setMode(Maps.DirectionFinder.Mode.DRIVING) 

    .setAvoid(Maps.DirectionFinder.Avoid.TOLLS); 

  if (vehicle_type.toLowerCase() === "truck") { 

    finder.setAvoid(Maps.DirectionFinder.Avoid.HIGHWAYS); 

  } 

Permintaan rute 

dikonfigurasi 

menggunakan layanan 

Google Maps Direcation 

dengan mode 

berkendara (driving) dan 

pengaturan menghindari 

jalan tol. Untuk jenis 

kendaraan truk, 

ditambahkan pengaturan 

menghindari jalan bebas 

hambatan. 

 

3. Pengambilan Data Rute 

Tabel 4. 9 Code Pengambilan Data Rute 

Code Fungsi 

var directions = 

finder.getDirections(); 

  var route = 

directions.routes[0]; 

  var leg = route.legs[0]; 

Permintaan dikirimkan ke API dalam mengambil rute 

pertama yang direkomendasikan beserta segmen 

perjalanannya (leg) 

 

4. Ekstraksi Ringkasan Rute 

Tabel 4. 10 Code Ekstraksi Ringkasan Rute 

Code Fungsi 

var summary = route.summary 

    ? "via " + route.summary 

: "via recommended route"; 

Nama jalan utama yang dilalaui diekstraksi sebagai 

ringkasan rute. Apabila informasi tidak tersedia, 

ditampilakn keterangan “via recommended route” 

 

5. Konversi dan Luaran 

Tabel 4. 11 Code Konversi dan Luaran 
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Code Fungsi 

// NUMERIC outputs 

  var distance_km = 

leg.distance.value / 1000; 

// meters → km 

  var duration_hrs = 

leg.duration.value / 

3600;  // seconds → hours 

  // Return as 1-row array 

→ spills into 3 columns 

  return [[summary, 

distance_km, 

duration_hrs]]; 

} 

Nilai jarak dikonversi dari meter menjadi kilometer, dan 

nilai rurasi dikonversi dari detik menjadi jam. Fungsi 

mengembalikan tiga nilai, yaitu ringaksan rute, jarak (km), 

dan waktu tempuh (jam), dalam satu baris yang tersebar ke 

tiga kolom. 

 Angka waktu tempuh yang dihasilkan dari matriks ini berfungsi untuk tahapan optimasi 

berikutnya, yaitu sebagai dasar penentuan coverage area. Tabel 4.11 merupakan matriks waktu 

tempuh yang dihasilkan dari titik asal yaitu WMK eksisting (I) menuju titik permintaan 

kecamatan (J), di mana satuannya telah dikonversi dari jam menjadi menit.
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Tabel 4. 12 Matriks Waktu Tempuh (menit) 

WMK (J) / 

Kecamatan (I) 
Bambanglipuro Banguntapan Bantul Dlingo Imogiri 

Jetis 

(Bantul) 
Kasihan Kretek Pajangan … Wirobrajan 

Sektor Banguntapan 42,7 3,4 30,8 42,9 30,7 26,8 23,7 45,9 37,2  24,3 

Pos Damkar Godean 47,5 34,9 37,5 71,7 52,0 44,0 18,7 58,2 30,1  18,5 

Sektor Imogiri 24,4 19,6 16,4 29,3 9,7 7,8 30,3 27,6 27,9  30,9 

Pos Damkar 

Karangmojo 
41,1 58,2 44,9 79,2 59,5 49,8 42,3 45,2 43,1  43,9 

Sektor Kasihan 30,2 18,4 19,0 55,2 35,6 26,1 4,1 40,0 20,2  11,8 

Pos Damkar 

Nanggulan 
52,0 52,4 48,4 82,7 63,0 53,2 36,4 57,7 37,3  36,5 

Sektor Bantul 11,2 28,6 4,7 41,8 22,1 12,2 20,6 22,6 14,3  26,3 

Pos Damkar Kulon 

Progo 
41,1 58,1 45,0 79,3 59,6 49,8 41,9 44,3 42,7  43,7 

Sektor Piyungan 52,0 14,2 41,5 32,3 37,0 35,2 34,5 55,3 48,0  34,4 

Sektor Pundong 10,3 34,9 17,6 42,4 22,6 12,9 34,4 13,5 29,5  36,9 

Sektor Sedayu 34,2 35,4 30,6 64,9 45,3 35,4 19,2 45,6 19,2  21,0 

Mako Damkar 

Sleman 
55,8 34,4 44,6 75,1 59,1 51,2 25,8 65,3 41,9  23,8 

Pos Induk Wonosari 70,5 54,8 64,5 31,6 50,4 53,8 75,2 70,9 77,7  75,1 

Mako Induk 50,8 14,1 38,9 56,0 40,6 35,3 30,0 54,0 45,0  19,0 

Pos Kyai Mojo 44,2 26,3 33,0 66,8 47,1 39,1 19,0 53,3 35,1  8,0 
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4.2.2 Skenario 1: Evaluasi Jangkauan Layanan Eksisting 

Skenario pertama dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan jangkauan 

pelayanan dari 15 pos WMK eksisting yang saat ini aktif beroperasi di Provinsi DIY. 

Pengolahan data dilakukan dengan menguji matriks waktu tempuh 78 x 15 yang telah diperoleh 

pada tabel 4.6 menggunakan logika biner di dalam Solver Python. Parameter threshold 

digunakan secara seragam selama 15 menit sesuai dengan standar regulasi nasional BPBD DIY. 

4.2.2.1 Pembentukan Matriks Cakupan Eksisting 

Secara teknis, Solver Python memeriksa setiap baris kecamatan dimana jika waktu tempuh 

minimum dari pos terdekat kurang dari atau sama dengan 15 menit, maka kecamatan tersebut 

dikategorikan terlayani. Sebaliknya, jika waktu tempuh minimum lebih dari 15 menit, 

kecamatan dimasukkan ke dalam daftar wilayah belum terlayani (underserved area). Hasil dari 

pemrosesan ini menghasilkan rekapitulasi keterlayanan aktual untuk seluruh 78 kecamatan di 

DIY sebagaimana tercantum pada tabel 4.12. 
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Tabel 4. 13 Matriks Biner Cakupan 

WMK (J) / Kecamatan (I) Bambanglipuro Banguntapan Bantul Dlingo Imogiri Jetis (Bantul) Kasihan Kretek Pajangan … Wirobrajan 

Sektor Banguntapan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 … 0 

Pos Damkar Godean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 

Sektor Imogiri 0 0 0 0 1 1 0 0 0 … 0 

Postu Damkar Karangmojo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 

Sektor Kasihan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 … 1 

Pos Damkar Nanggulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 

Sektor Bantul 1 0 1 0 0 1 0 0 1 … 0 

Pos Damkar Kulon Progo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 

Sektor Piyungan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 … 0 

Sektor Pundong 1 0 0 0 0 1 0 1 0 … 0 

Sektor Sedayu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 

Mako Damkar Sleman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 

Pos Induk Wonosari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 

Mako Induk 0 1 0 0 0 0 0 0 0 … 0 

Pos Kyai Mojo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 1 



 

 

4.2.2.2 Hasil Evaluasi Cakupan Eksisting 

Hasil evaluasi matriks cakupan eksisting disajikan pada Tabel 4.13. 

Tabel 4. 14 Hasil Evaluasi Cakupan Layanan WMK Eksisting 

Parameter Nilai 

Kecamatan terlayani (≤ 15 menit) 43 kecamatan (55,13%) 

Kecamatan tidak terlayani 35 kecamatan (44,87%) 

Populasi Terlayani 2.161.272 jiwa (57,87%) 

Populasi Tidak Terlayani 1.573.663 jiwa (42,13%) 

 Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 43 kecamatan atau 55,13% dari seluruh wilayah 

DIY telah terlayani oleh WMK eksisting dalam standar waktu tanggap 15 menit. Sementara itu, 

35 kecamatan teridentifikasi sebagai kecamatan tidak terlayani atau underserved area. Daftar 

kecamatan underserved disajikan pada tabel 4.14. 

Tabel 4. 15 Daftar Kecamatan Underserved per Kabupaten/Kota 

No Kecamatan Kabupaten 
Koordinat 

Latitude Longitude 

1 Dlingo 

Bantul 

-7,92095 110,4588 

2 Sanden -7,98063 110,2657 

3 Srandakan -7,96109 110,2416 

4 Cangkringan 

Sleman 

-7,62785 110,4499 

5 Depok -7,76689 110,4108 

6 Kalasan -7,74663 110,4641 

7 Ngaglik -7,71187 110,3992 

8 Ngemplak -7,70685 110,4436 

9 Pakem -7,62747 110,4157 

10 Prambanan -7,79719 110,5049 

11 Tempel -7,66571 110,318 

12 Turi -7,62852 110,3817 

13 Galur 

Kulon Progo 

-7,95261 110,2027 

14 Kalibawang -7,68678 110,2331 

15 Kokap -7,8309 110,0954 

16 Lendah -7,91393 110,2309 

17 Samigaluh -7,68272 110,1697 

18 Sentolo -7,86007 110,22 

19 Temon -7,88892 110,072 

20 Gedangsari 

Gunungkidul 

-7,82892 110,594 

21 Girisubo -8,1663 110,7585 

22 Ngawen -7,83056 110,6914 

23 Nglipar -7,87491 110,6335 

24 Paliyan -8,01382 110,5299 
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No Kecamatan Kabupaten 
Koordinat 

Latitude Longitude 

25 Panggang -8,0308 110,4396 

26 Patuk -7,86132 110,5248 

27 Playen -7,94069 110,5223 

28 Ponjong -7,97177 110,7298 

29 Purwosari -8,02348 110,3758 

30 Rongkop -8,08714 110,7442 

31 Saptosari -8,0775 110,5101 

32 Semanu -8,03219 110,6574 

33 Semin -7,86148 110,7425 

34 Tanjungsari -8,09196 110,5898 

35 Tepus -8,12104 110,6567 

Total Underserved 35 

 Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar penentuan kandidat lokasi WMK baru yang 

akan dioptimasi pada skenario model selanjutnya. Seluruh 35 kecamatan yang tidak terlayani 

ditetapkan sebagai kandidat lokasi WMK baru yang akan dimasukkan ke dalam model 

optimasi. 

4.2.3 Skenario 2: Optimasi Berbasis Set Covering Problem (SCP) 

Model Set Covering Problem (SCP) pada skenario ini bertujuan memastikan seluruh 78 

kecamatan di Provinsi DIY terlayani dalam standar waktu tanggap 15 menit. Skenario ini 

menghasilkan rekomendasi lokasi WMK baru secara optimal yang dapat melayani seluruh 

permintaan, Model SCP diselesaikan menggunakan Solver pada library PuLP Python. Kendala 

pertama memastikan bahwa setiap kecamatan underserved harus terlayani oleh minimal satu 

WMK baru. Kendala kedua menetapkan bahwa variabel keputusan bersifat biner. 

4.2.3.1 Hasil Optimasi Set Covering Problem (SCP) 

Hasil penyelesaian model SCP menggunakan Solver disajikan pada tabel 4.15. 

Tabel 4. 16 Hasil Optimasi Set Covering Problem (SCP) 

Parameter Nilai 

WMK baru minimum 28 pos 

Kecamatan Terlayani 35 kecamatan 

Total WMK 43 pos 

Total Kecamatan Terlayani 78 kecamatan (100%) 

Populasi Terlayani 3.734.935 jiwa (100%) 

Estimasi Biaya Pembangunan Rp84.000.000.000 

 Model SCP berhasil menemukan solusi optimal dengan 28 WMK baru sebagai jumlah 

minimum yang diperlukan untuk memastikan seluruh 78 kecamatan di DIY terlayani dalam 

waktu tanggal 15 menit. Dengan penambahan 28 WMK baru, total WMK di DIY menjadi 43 
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pos dengan cakupan kecamatan dan populasi mencapai 100%. Lokasi 28 WMK baru yang 

terpilih disajikan pada tabel 4.16. 

Tabel 4. 17 Lokasi WMK Baru Terpilih Berdasarkan SCP 

No 
Lokasi WMK 

Baru 
Kabupaten 

Koordinat 

Latitude Longitude 

1 Ngaglik 

Sleman 

-7,711867 110,399230 

2 Depok -7,766888 110,410751 

3 Kalasan -7,746634 110,464.108 

4 Prambanan -7,797185 110,504924 

5 Pakem -7,627468 110,415681 

6 Tempel -7,665712 110,317951 

7 Playen 

Gunungkidul 

-7,940689 110,522323 

8 Semanu -8,032188 110,657367 

9 Gedangsari -7,828921 110,594030 

10 Paliyan -8,013819 110,529905 

11 Ponjong -7,971774 110,729807 

12 Nglipar -7,874907 110,633465 

13 Semin -7,861478 110,742459 

14 Patuk -7,861322 110,524803 

15 Tanjungsari -8,091955 110,589802 

16 Saptosari -8,077495 110,510076 

17 Rongkop -8,087135 110,744182 

18 Panggang -8,030803 110,439623 

19 Tepus -8,121035 110,656664 

20 Purwosari -8,023477 110,375820 

21 Girisubo -8,166301 110,758503 

22 Sentolo 

Kulon Progo 

-7,860071 110,219951 

23 Kokap -7,830902 110,095437 

24 Kalibawang -7,686782 110,233076 

25 Temon -7,888917 110,072018 

26 Samigaluh -7,682716 110,169736 

27 Dlingo 
Bantul 

-7,920953 110,458761 

28 Srandakan -7,961094 110,241605 

Jumlah Kandidat 28 

 Berdasarkan hasil tersebut yang masih melebihi dari gap target pos WMK BPBD DIY, 

maka model SCP perlu dibatasi guna mendapatkan jumlah minimum penambahan pos WMK 

baru sesuai dengan batasan gap target yaitu 25 pos. 

Tabel 4. 18 Jumlah WMK Baru Per Kabupaten/Kota (SCP) 

Kabupaten/Kota Gap (Pk) WMK Baru (SCP) Sisa Gap 

Bantul 2 2 0 

Sleman 7 6 1 
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Kabupaten/Kota Gap (Pk) WMK Baru (SCP) Sisa Gap 

Kulon Progo 4 5 -1 

Gunungkidul 11 15 -4 

Kota Yogyakarta 1 0 1 

Total 25 28  

4.2.4 Skenario 3: Optimasi Berbasis Partial Set Covering Problem (PSCP) 

Model Partial Set Covering Problem (PSCP) pada skenario ini memiliki fungsi tujuan 

meminimalkan jumlah pos WMK yang dibangun dengan batasan gap target pembangunan 

WMK serta minimum cakupan permintaan tertentu harus terlayani dalam standar waktu 

tanggap 15 menit. Model PSCP ini diselesaikan menggunakan Solver pada library PuLP 

Python. Kendala pertama memastikan setiap titik permintaan terlayani minimal satu WMK 

dalam batas 15 menit. Kendala kedua memastikan total kecamatan underserved yang terlayani 

memenuhi syarat minimum α=70%. Kendala ketiga membatasi agar jumlah pos WMK baru 

tidak melebihi target gap BPBD DIY per kabupaten. Kendala keempat memastikan seluruh 

variabel keputusan bersifat biner. 

4.2.4.1 Hasil Optimasi Partial Set Covering Problem (PSCP) 

Hasil penyelesaian optimasi menggunakan PSCP dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4. 19 Hasil Optimasi Partial Set Covering Problem (PSCP) 

Parameter Nilai 

Cakupan Minimum (70%) 25 dari 36 kecamatan underserved 

WMK baru minimum 18 pos 

Kecamatan Terlayani 25 kecamatan 

Total WMK 33 pos 

Total Kecamatan Terlayani 68 kecamatan (87,18%) 

Populasi Terlayani 3.361.552 jiwa (90%) 

Estimasi Biaya Pembangunan Rp54.000.000.000 

 Mengacu pada hasil optimasi, model PSCP berhasil menemukan solusi optimal dengan 

18 WMK baru sebagai jumlah minimum yang diperlukan untuk memastikan 70% permintaan 

layanan pemadam kebakaran di DIY terlayani dalam waktu tanggal 15 menit. Hasil tersebut 

juga merupakan jumlah optimal yang tidak melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan 

penambahan 18 WMK baru, total WMK di DIY menjadi 33 pos dengan cakupan kecamatan 

sebesar 87,18% dan populasi sebesar 90%. Lokasi 18 WMK baru yang terpilih disajikan pada 

tabel 4.19. 

Tabel 4. 20 Lokasi WMK Baru Terpilih Berdasarkan PSCP 

No Lokasi WMK Baru Kabupaten 
Koordinat 

Latitude Longitude 

1 Ngaglik Sleman -7,711867 110,39923 
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No Lokasi WMK Baru Kabupaten 
Koordinat 

Latitude Longitude 

2 Depok -7,766888 110,410751 

3 Ngemplak -7,706854 110,443567 

4 Pakem -7,627468 110,415681 

5 Playen 

Gunungkidul 

-7,940689 110,522323 

6 Gedangsari -7,828921 110,59403 

7 Ponjong -7,971774 110,729807 

8 Ngawen -7,83056 110,691353 

9 Saptosari -8,077495 110,510076 

10 Rongkop -8,087135 110,744182 

11 Panggang -8,030803 110,439623 

12 Tepus -8,121035 110,656664 

13 Sentolo 

Kulon Progo 

-7,860071 110,219951 

14 Kokap -7,830902 110,095437 

15 Kalibawang -7,686782 110,233076 

16 Samigaluh -7,682716 110,169736 

17 Dlingo 
Bantul 

-7,920953 110,458761 

18 Srandakan -7,961094 110,241605 

Jumlah Kandidat 18 

 Berdasarkan kendala yang ditetapkan, distribusi 18 pos WMK tersebut masih di bawah 

batas gap target BPBD DIY yang ditetapkan. Tabel 4.20 merupakan jumlah 18 pos WMK 

berdasarkan kabupaten/kota. 

Tabel 4. 21 Jumlah WMK Baru Per Kabupaten/Kota (PSCP) 

Kabupaten/Kota Gap (Pk) WMK Baru (PSCP) Sisa Gap 

Bantul 2 2 0 

Sleman 11 8 3 

Kulon Progo 4 4 0 

Gunungkidul 7 4 3 

Kota Yogyakarta 1 0 1 

Total 25 18 7 

4.2.5 Skenario 4: Optimasi Berbasis Maximal Covering Location Problem (MCLP) 

Model Maximal Covering Location Problem (MCLP) pada skenario ini digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan penempatan pos WMK baru dengan fungsi tujuan 

memaksimalkan cakupan permintaan dengan batasan kesenjangan target pos baru di setiap 

kabupaten dan kota. Proses optimasi ini berjalan di bawah batasan kendala bahwa jumlah total 

stasiun pemadam kebakaran (WMK) baru yang dibangun dalam suatu kabupaten atau kota tidak 

boleh melebihi jumlah target kebijakan yang telah ditentukan oleh BPBD DIY. Selain itu, 

kendala kedua memastikan bahwa kecamatan i hanya dinyatakan terlayani apabila terdapat 
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minimal satu kandidat j dalam himpunan yang pilih. MCLP memaksimalkan cakupan layanan 

dalam kondisi anggaran dan target pembangunan yang terbatas. Model MCLP diselesaikan 

menggunakan solver pada library PuLP Python.  

4.2.5.1 Hasil Optimasi Maximal Covering Location Problem (MCLP) 

Hasil penyelesaian model MCLP dengan status Solver Optimal disajikan pada tabel 4.21 

Tabel 4. 22 Hasil Optimasi Maximal Covering Location Problem (MCLP) 

Parameter Nilai 

WMK baru dibangun 23 pos 

Kecamatan Terlayani 30 kecamatan 

Total WMK 38 pos 

Total Kecamatan Terlayani 73 kecamatan (93,59%) 

Populasi Terlayani 3.604.578 jiwa (96,51%) 

Estimasi Biaya Pembangunan Rp69.000.000.000 

 Berdasarkan tabel 4.21, model MCLP berhasil menemukan solusi optimal dengan 23 

WMK baru yang memaksimalkan cakupan layanan dalam batasan gap target BPBD DIY per 

kabupaten. Dengan penambahan 23 WMK baru, cakupan kecamatan meningkatkan dari 43 

kecamatan pada kondisi awalan menjadi 73 kecamatan ketika dilakukan pengoptimalan MCLP, 

dan cakupan populasi meningkat dari 57,87% menjadi 96,51%. Rincian lokasi WMK baru dari 

hasil optimasi MCLP per kabupaten disajikan pada tabel 4.22. 

Tabel 4. 23 Lokasi WMK Baru Terpilih Berdasarkan MCLP 

No Lokasi WMK Baru Kabupaten 
Koordinat 

Latitude Longitude 

1 Ngaglik 

Sleman 

-7,711867 110,39923 

2 Depok -7,766888 110,410751 

3 Kalasan -7,746634 110,464108 

4 Prambanan -7,797185 110,504924 

5 Pakem -7,627468 110,415681 

6 Tempel -7,665712 110,317951 

7 Playen 

Gunungkidul 

-7,940689 110,522323 

8 Semanu -8,03219 110,6574 

9 Gedangsari -7,828921 110,59403 

10 Paliyan -8,013819 110,529905 

11 Ponjong -7,971774 110,729807 

12 Nglipar -7,874907 110,633465 

13 Semin -7,861478 110,,742459 

14 Patuk -7,861322 110,524803 

15 Saptosari -8,0775 110,5101 

16 Panggang -8,0308 110,4396 

17 Tepus -8,12104 110,6567 
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No Lokasi WMK Baru Kabupaten 
Koordinat 

Latitude Longitude 

18 Sentolo 

Kulon Progo 

-7,860071 110,219951 

19 Kokap -7,830902 110,095437 

20 Temon -7,88892 110,072 

21 Samigaluh -7,682716 110,169736 

22 Dlingo 
Bantul 

-7,920953 110,458761 

23 Srandakan -7,961094 110,241605 

Jumlah Kandidat 23 

 Berdasarkan kendala yang ditetapkan, distribusi 23 pos WMK tersebut masih di bawah 

batas gap target BPBD DIY yang ditetapkan. Tabel 4.23 merupakan distribusi 23 pos WMK 

berdasarkan kabupaten/kota 

Tabel 4. 24 Jumlah WMK Baru Per Kabupaten/Kota (MCLP) 

Wilayah Gap WMK Baru Sisa Gap 

Bantul 2 2 0 

Gunungkidul 11 11 0 

Kulon Progo 4 4 0 

Sleman 7 6 1 

Yogyakarta 1 0 1 

Total 25 23 2 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Analisis Kondisi Eksisiting Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 

Evaluasi kondisi eksisting dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi tingkat 

efektivitas cakupan layanan 15 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang saat ini 

beroperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Analisis ini menggunakan threshold 

waktu tanggap maksimal 15 menit. Suatu kecamatan dinyatakan terlayani apabila terdapat 

minimal satu WMK eksisting yang dapat mencapai titik permintaan tingkat kecamatan tersebut 

dalam waktu kurang dari atau sama dengan 15 menit berdasarkan data waktu tempuh yang telah 

dihitung melalui Google Maps Distance Matrix API. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai 

verifikasi terhadap kondisi ekssiting yang disampaikan oleh BPBD DIY yaitu bahwa efektivitas 

cakupan layanan WMK diperkirakan masih berada di bawah 70%. 

5.1.1 Tingkat Cakupan Layanan Eksisting 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 78 kecamatan di Provinsi DIY, sebanyak 43 kecamatan 

yang terlayani oleh WMK eksisting dalam batas waktu tanggap 15 menit, atau setara dengan 

55,13%. Sementara itu, sebanyak 35 kecamatan (44,87%) masih berada di luar jangkauan 

layanan sehingga dikategorikan sebagai underserved area. Hasil ini memverifikasi bahwa 

kondisi eksisting memang belum memenuhi target efektivitas cakupan layanan 70% 

sebagaimana disampaikan oleh BPBD DIY. Oleh karena itu, hasil perhitungan ini memberikan 

bukti kuantitatif yang mendukung kondisi di lapangan dan memvalidasi adanya kesenjangan 

cakupan layanan pemadam kebakaran di DIY. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hampir 

setengah wilayah di DIY masih belum memperoleh perlindungan layanan pemadam kebakaran 

sesuai standar waktu tanggap yang ditetapkan. 

 Dari segi populasi, WMK saat ini mampu menjangkau 2.161.272 jiwa dari total 3.734.935 

jiwa penduduk DIY, atau sebesar 57,87%. Hasil ini menunjukkan bahwa kesenjangan 

pelayanan tidak hanya terjadi secara spasial, tetapi juga berdampak pada akses masyarakat 

terhadap layanan penanggulangan kebakaran. 
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Gambar 5. 1 Peta Sebaran WMK Beserta Cakupannya 

 Pada gambar 5.1, titik pos WMK eksisting ditandai dengan simbol segitiga berwarna biru. 

Sementara itu, wilayah kecamatan yang terlayani oleh 15 pos WMK eksisting ditandai dengan 

warna hijau, sedangkan wilayah kecamatan underserved ditandai dengan warna merah muda. 

5.1.2 Distribusi Underserved Area 

Distribusi 35 kecamatan tidak terlayani per kabupaten/kota di DIY disajikan pada tabel 5.1 

beserta proporsinya terhadap total kecamatan masing-masing wilayah. 

Tabel 5. 1 Distribusi Kecamatan Underserved per Kabupaten/Kota 

Kabupaten/Kota 
Total 

Kecamatan 
Terlayani Underserved % Underserved 

Bantul 17 14 3 17,65% 

Gunungkidul 18 2 16 88,88% 

Kulon Progo 12 5 7 58,33% 

Sleman 17 8 9 52,94% 

Kota Yogyakarta 14 14 0 0% 

 Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan tingkat underserved tertinggi, yaitu 

sebanyak 16 dari 18 kecamatan (88,88%) belum terlayani dalam waktu tanggap 15 menit. 

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Gunungkidul masih berada di luar 

jangkauan pelayanan WMK eksisting. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh luas wilayah 

Gunungkidul yang mencapai 1.485,36 km², sehingga jangkauan layanan dari WMK eksisting 

belum mampu menjangkau kecamatan-kecamatan di wilayah pinggir kabupaten. Selain itu, 
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karakteristik topografi perbukitan karst menyebabkan waktu tempuh aktual jauh lebih tinggi 

dibandingkan wilayah dengan kondisi geografis yang relatif datar. 

 Kabupaten Kulon Progo berada pada posisi kedua dengan 7 dari 12 kecamatan (58,33%) 

berstatus underserved. Sebagian besar kecamatan yang belum terlayani umumnya terletak di 

bagian utara dan barat kabupaten, sedangkan WMK eksisting masih terkonsentrasi pada 

wilayah tengah sehingga cakupan layanannya belum mampu menjangkau seluruh kecamatan 

dalam batas waktu tanggap. Selanjutnya, Kabupaten Sleman memiliki 9 kecamatan 

underserved (52,94%). Meskipun Sleman memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi 

dan berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, distribusi WMK eksisting yang belum 

merata menyebabkan beberapa kecamatan di wilayah timur dan utara, seperti Kalasan, 

Prambanan, Ngemplak, Cangkringan, dan Turi, masih berada di luar cakupan layanan 15 menit. 

 Sebaliknya, Kota Yogyakarta memiliki tingkat cakupan tertinggi yaitu 100%. Hal ini 

sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai wilayah perkotaan padat dengan jaringan 

jalan yang baik dan ketersediaan WMK yang lebih merata, sehingga standar waktu tempuh 15 

menit lebih merata. Kabupaten Bantul juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dengan 3 

kecamatan underserved (17,65%) yang berlokasi di wilayah selatan dan timur seperti Dlingo, 

Sanden, dan Srandakan. 

5.1.3 Analisis Kesenjangan Terhadap Target BPBD DIY 

Sebagai bentuk validasi terhadap kebutuhan penambahan fasilitas, hasil evaluasi kondisi 

eksisting selanjutnya dibandingkan dengan target pembangunan WMK. Berdasarkan data 

BPBD DIY, jumlah ideal WMK di DIY adalah sebanyak 40 pos WMK, sedangkan yang saat 

ini beroperasi 15 pos WMK, di mana gap sebesar 25 WMK atau sebanyak 62,5% dari 

kebutuhan ideal. 

 Kesenjangan paling besar terjadi di Kabupaten Gunungkidul yang membutuhkan 13 

WMK namun baru memiliki 2 WMK, serta Kabupaten Sleman yang membutuhkan 9 WMK 

namun baru tersedia 2 WMK. Kondisi ini konsisten dengan hasil analisis underserved area, di 

mana kedua wilayah memiliki proporsi kecamatan belum terlayani yang tinggi. Oleh karena 

itu, hasil analisis kondisi eksisting memvalidasi perlunya penambahan WMK baru sebagai 

upaya meningkatkan pemerataan cakupan layanan dan menjadi dasar untuk dilakukannya 

optimasi lokasi menggunakan model Set Covering Problem (SCP), Partial Set Covering 

Problem (PSCP), dan Maximal Covering Location Problem (MCLP) pada skenario berikutnya. 
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5.2  Analisis Hasil Optimasi 

5.2.1 Optimasi Penempatan WMK dengan Set Covering Problem (SCP) 

Skenario model SCP dirancang sebagai langkah pertama untuk mengatasi masalah banyaknya 

wilayah underserved pada kondisi eksisting. Analisis pada skenario ini menggunakan model 

Set Covering Problem (SCP) dengan tujuan untuk mencari jumlah minimal pos WMK baru 

yang harus dibangun, dengan seluruh 35 kecamatan yang sebelumnya tidak terlayani harus bisa 

terlayani 100% tanpa ada yang terlewati. Standar waktu tanggap yang digunakan tetap sama 

yaitu maksimal 15 menit perjalan berdasarkan perhitungan data jalan nyata. 

 

Gambar 5. 2 Peta Sebaran WMK dan Cakupan Layanan Hasil Optimasi SCP 

 Berdasarkan hasil optimasi SCP, Provinsi DIY perlu ditambahkan minimal 28 pos baru 

untuk melayani 35 kecamatan underserved, sehingga total pos yang beroperasi meningkat 

menjadi 43 pos dengan estimasi biaya pembangunan sebesar Rp84.000.000.000. Hasil optimasi 

ini juga menunjukkan adanya efisiensi spasial, di mana satu pos baru di lokasi yang strategis 

dapat melayani beberapa kecamatan sekaligus dalam batas waktu tanggap 15 menit. Efisiensi 

tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta (1 pos baru untuk 2 kecamatan) sehingga tidak perlu 

menambah pos baru. Kondisi ini serupa di beberapa wilayah Kabupaten Bantul (2 pos untuk 3 

kecamatan) karena faktor kerapatan jaringan jalan yang baik. Sedangkan, Kabupaten 

Gunungkidul menunjukkan ketidakefisienan karena membutuhkan hingga 13 pos baru akibat 

luasnya wilayah dan hambatan topografi perbukitan yang membatasi radius pergerakan armada. 
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5.2.2 Optimasi Penempatan WMK dengan Partial Set Covering Problem (PSCP) 

Skenario model PSCP dirancang sebagai alternatif solusi yang lebih realistis terhadap kondisi 

lapangan, dimana memiliki keterbatasan dalam efisiensi anggaran dengan membatasi cakupan 

layanan serta membatasi jumlah pos baru sesuai gap target BPBD DIY per kabupaten/kota. 

Analisis pada skenario ini menetapkan parameter cakupan minimum 70% yang berarti minimal 

25 dari 35 kecamatan underserved yang merupakan titik permintaan wajib terlayani dalam 

standar waktu tanggap 15 menit berdasarkan data waktu tempuh nyata. 

 

Gambar 5. 3 Peta Sebaran WMK dan Cakupan Layanan Hasil PSCP 

 Berdasarkan hasil optimasi PSCP, Provinsi DIY perlu menambah minimal 18 pos baru 

untuk memenuhi target tersebut, sehingga total pos yang beroperasi meningkat menjadi 33 pos. 

Hasil optimasi ini mampu melayani 25 kecamatan underserved, sehingga total titik permintaan 

yang terlayani di DIY menjadi 68 kecamatan. Hal ini menunjukkan peningkatkan sebesar 

87,18%, dan mampu mencakup 90% populasi. Apabila dibandingkan dengan hasil SCP, PSCP 

menghasilkan biaya yang lebih rendah di mana estimasi biaya pembangunan menjadi hanya 

Rp54.000.000.000. Berdasarkan perbandingan hasil optimasi terhadap jumlah gap target BPBD 

DIY, jumlah pos baru yang dihasilkan dari PSCP masih berada dalam target tersebut, sehingga 

kebijakan ini menjadi pilihan yang tepat apabila BPBD DIY ingin menekan biaya penambahan 

pos baru. 
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 Perbedaan pemilihan lokasi antara PSCP dengan skenario lainnya adalah terpilihnya 

Ngemplak dan Ngawen, di mana dua lokasi yang tidak dipilih oleh SCP maupun MCLP. 

Kecamatan Ngemplak dipilih karena posisinya di Sleman bagian timur memungkinkan satu pos 

tersebut menjangkau beberapa kecamatan sekitarnya sekaligus, sehingga model tidak perlu 

membangun pos terpisah di Kalasan, Prambanan, dan Tempel. Dalam logika minimasi, 

pemilihan ini menguntungkan dalam hal efisiensi, di mana satu pos di Kecamatan Ngemplak 

menggantikan potensi kebutuhan layanan di beberapa pos lain. Begitu pula Kecamatan Ngawen 

di Gunungkidul, yang dipilih sebagai titik efisien untuk menjangkau wilayah timur 

Gunungkidul tanpa perlu menambah pos di setiap kecamatan sekitarnya. 

 Akan tetapi, PSCP menghasilkan 10 kecamatan yang tidak terlayani, yaitu Girisubo, 

Nglipar, Paliyan, Patuk, Purwosari, Semanu, Tanjungsari, Temon, Prambanan, dan Tempel. 

Kecamatan-kecamatan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Wilayah dengan 

hambatan struktural permanen seperti Semanu, Tanjungsari, dan Temon yang tidak dapat 

dijangkau dari pos manapun dalam 15 menit sehingga membutuhkan pos di lokasi spesifiknya 

sendiri. Model PSCP memilih untuk tidak membangun di lokasi-lokasi tersebut karena adanya 

syarat yang harus memenuhi threshold 70% dengan pos WMK seminim mungkin. Kemudian, 

terdapat wilayah yang secara spasial terjangkau oleh pos lain namun dikorbankan karena 

membangun pos di lokasi tersebut tidak efisien dalam konteks minimasi jumlah pos, yaitu 

Prambanan dan Tempel yang dapat terjangkau dari Ngemplak namun berada di batas ambang 

waktu tempuh. 

5.2.3 Optimasi Penempatan WMK dengan Maximal Covering Location Problem (MCLP) 

Skenario MCLP mengoptimalkan kondisi penempatan pos WMK yang lebih realistis dengan 

kondisi lapangan. Model ini memaksimalkan cakupan permintaan dengan mempertimbangkan 

batasan jumlah pembangunan fasilitas berdasarkan gap kebijakan BPBD DIY di masing-

masing kabupaten/kota, dengan total maksimal penambahan sebesar 25 pos baru. 
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Gambar 5. 4 Peta Sebaran WMK dan Cakupan Wilayah Hasil MCLP 

 Berdasarkan hasil optimasi MCLP, model ini menghasilkan solusi optimal dengan 

membangun 23 pos WMK baru dari batas maksimal 25 pos yang ditetapkan untuk 

memaksimalkan cakupan permintaan, dengan estimasi biaya pembangunan sebesar 

Rp69.000.000.000. Pembatasan kendala ini menghasilkan total cakupan layanan di Provinsi 

DIY menjadi 93,59% dan dapat melayani 96,51% populasi DIY. Meskipun demikian, masih 

terdapat 5 kecamatan yang berada di luar jangkauan standar waktu tanggap, yaitu Ngemplak, 

Turi, Cangkringan, Ngawen, dan Kalibawang. 

 Perbedaan utama antara hasil MCLP dan PSCP terletak pada pemilihan lokasi 

pembangunan WMK baru. MCLP memilih Kalasan, Tempel, Semanu, Paliyan, Ponjong, 

Nglipar, Semin, Patuk, dan Temon. Sedangkan, PSCP memilih Ngemplak, Ngawen, Rongkop, 

Purwosari, dan Kalibawang. Perbedaan ini dipengaruhi oleh tujuan optimasi masing-masing 

model. PSCP bertujuan mencapai target cakupan minimum yang ditetapkan dengan jumlah 

seminim mungkin, sedangkan MCLP beruoaya memaksimalkan permintaan yang dapat 

dilayani dengan jumlah fasilitas yang dibatasi. Oleh karena itu, MCLP cenderung memilih 

lokasi yang memberikan kontribusi cakupan permintaan terbesar meskipun membutuhkan 

jumlah pos yang lebih banyak dibandingkan PSCP. 

 Sebagai contoh, MCLP memilih Kalasan dan tidak memiliki Ngemplak. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam konfigurasi solusi optimal, tambahan cakupan permintaan yang 
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diberikan Kalasan lebih besar dibandingkan Ngemplak, karena sebagian wilayah yang dapat 

dijangkau Ngemplak telah tercakup oleh kombinasi lokasi lain seperti Depok dan Pakem. 

MCLP juga memilih Temon dibandingkan Kalibawang karena lokasi tersebut memberikan 

peningkatan cakupan permintaan yang lebih besar dalam batasan jumlah fasilitas yang tersedia. 

Dengan demikian, keputusan pemilihan lokasi pada MCLP tidak hanya ditentukan oleh 

pemerataan wilayah, tetapi juga berdasarkan kontribusi setiap kandidat lokasi terhadap 

peningkatan permintaan yang dapat dilayani. 

 Apabila dibandingkan dengan target penambahan 25 pos WMK, model MCLP hanya 

mengusulkan 23 dari 25 pos. Hal ini terjadi karena pada titik tertentu, penambahan dua pos 

lainnya tidak lagi memberikan peningkatan cakupan permintaan yang signifikan, di mana 

kecamatan underserved yang tersisa tidak mampu menjangkau kecamatan yang masih berada 

di luar jangkauan 15 menit. Kondisi tersebut membuktikan bahwa keterbatasan cakupan 

layanan pada beberapa wilayah dapat dipengaruhi oleh karakteristik spasial dan sebaran 

kandidat lokasi dibandingkan oleh jumlah fasilitas yang tersedia. 

 

5.3 Perbandingan Antar Hasil Optimasi  

Analisis komparatif dilakukan untuk mengevaluasi secara keseluruhan dari model Set Covering 

Problem (SCP), Partial Set Covering Problem (PSCP), dan Maximal Covering Location 

Problem (MCLP) yang telah diuji. Melalui perbandingan ini, pengambil kebijakan dapat 

melihat trade-off antara jumlah pembangunan WMK baru, kebutuhan anggaran, serta 

peningkatan cakupan wilayah dan populasi yang dihasilkan oleh masing-masing model. 

Ringkasan perbandingan parameter dari skenario disajikan pada tabel 5.2. 

Tabel 5. 2 Perbandingan Antar Hasil Optimasi 

Skenario 
Jumlah WMK Cakupan (%) Total Estimasi Biaya 

(Rp) Eksisting Baru Total Kecamatan Populasi 

Eksisting 15 - 15 55,13 57,9 - 

SCP 15 28 43 100 100 84.000.000.000 

PSCP 15 18 33 87,18 90 54.000.000.000 

MCLP 15 23 38 93,59 96,5 69.000.000.000 

 Berdasarkan tabel 5.2, model SCP menghasilkan cakupan layanan tertinggi dengan 

menjangkau 100% wilayah kecamatan dan populasi, namun memerlukan pembangunan 28 pos 

baru sehingga total WMK menjadi 43 pos dengan estimasi biaya sebesar Rp84.000.000.000. 
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Hasil ini menunjukkan bahwa pemerataan layanan secara penuh hanya dapat dicapai melalui 

penambahan fasilitas dalam jumlah yang relatif besar. 

 Apabila kendala cakupan minimum pada skenario PSCP sebesar 70% dari kecamatan 

underserved, model hanya membutuhkan 18 pos baru sehingga total WMK menjadi 33 pos 

dengan estimasi biaya Rp54.000.000.000, atau terdapat penghematan sebesar 

Rp30.000.000.000 (35,71%) dibandingkan SCP. Meskipun demikian, efisiensi tersebut sejalan 

dengan penurunan cakupan layanan menjadi 87,18% wilayah dan 90% populasi, sehingga 

masih terdapat beberapa kecamatan yang belum memenuhi standar waktu tanggap 15 menit.  

 Sementara itu, model MCLP menghasilkan solusi antara pemerataan layanan dan 

efisiensi biaya. Dengan pembangunan 23 pos WMK baru, total WMK menjadi 38 pos dengan 

estimasi biaya sebesar Rp69.000.000.000, atau lebih hemat Rp15.000.000.000 (17,86%) 

dibandingkan SCP. Kombinasi tersebut mampu mencapai cakupan sebesar 93,59% wilayah dan 

96,5% populasi sehingga hanya menyisakan 5 kecamatan yang belum terlayani dalam batas 

waktu tanggap. Hasil ini menunjukkan bahwa MCLP mampu meningkatkan cakupan layanan 

secara signifikan tanpa memerlukan pembangunan fasilitas sebanyak SCP. 

Tabel 5. 3 Kelebihan dan Kekurangan Seluruh Skenario 

Skenario Kelebihan Kekurangan 

Eksisting 
Tidak memerlukan biaya 

pembangunan tambahan. 

Distribusi yang tidak merata 

menyebabkan sebagian besar 

wilayah dan kabupaten dengan 

topografi kompleks tidak terjangkau 

standar waktu tanggap. 

Set Covering 

Problem 

(SCP) 

Menjamin pemerataan layanan 

secara penuh ke seluruh wilayah 

tanpa terkecuali. 

Beban finansial tertinggi di antara 

semua skenario, sehingga kurang 

realistis apabila dihadapkan pada 

keterbatasan anggaran daerah jangka 

pendek. 

Partial Set 

Covering 

Problem 

(PSCP) 

Paling efisien secara biaya, dengan 

jumlah penambahan pos paling 

minimal namun tetap berada dalam 

batasan target gap BPBD DIY per 

kabupaten/kota. 

Model secara selektif mengorbankan 

wilayah dengan hambatan geografis 

tinggi, kecamatan yang tersisa 

underserved cenderung merupakan 

wilayah yang paling sulit dijangkau. 

Maximal 

Covering 

Location 

Problem 

(MCLP) 

Rasio cakupan terhadap biaya paling 

optimal dan adaptif terhadap 

kebijakan alokasi anggaran per 

kabupaten, dengan cakupan wilayah 

dan populasi mendekati ideal. 

Masih terdapat beberapa kecamatan 

di luar jangkauan sehingga 

memerlukan kebijakan lanjutan 

untuk mengisi gap yang tersisa pada 

periode perencanaan berikutnya. 
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 Mengacu pada tabel 5.3 ketiga model menawarkan karakteristik yang berbeda sesuai 

dengan tujuan optimasinya. Model SCP memberikan pemerataan layanan secara penuh 

sehingga seluruh kecamatan dapat dijangkau, namun membutuhkan investasi pembangunan 

terbesar. PSCP menjadi alternatif yang paling efisien dari segi biaya karena mampu memenuhi 

target cakupan dengan jumlah pembangunan WMK paling sedikit, meskipun masih terdapat 

beberapa kecamatan yang belum terlayani. Sementara itu, MCLP menghasilkan keseimbangan 

antara peningkatan cakupan layanan dan efisiensi pembangunan WMK, sehingga mampu 

memberikan cakupan wilayah dan populasi yang mendekati kondisi ideal dengan kebutuhan 

biaya yang lebih rendah dibandingkan SCP. 

 

5.4 Pemilihan Model Rekomendasi 

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, model MCLP dipilih sebagai 

rekomendasi utama pembangunan WMK di DIY. Pemilihan model ini didasarkan pada tiga 

pertimbangan utama berdasarkan hasil penelitian ini. Berdasarkan segi efektivitas layanan, 

MCLP mampu meningkatkan cakupan permintaan menjadi 93,59%, di mana jauh melampaui 

target efektivitas minimum 70% yang disampaikan oleh BPBD DIY. Sedangkan, berdasarkan 

segi kesesuaian kebijakan, jumlah WMK baru yang direkomendasikan sebanyak 23 pos masih 

berada dalam batas kebutuhan penambahan WMK berdasarkan gap target BPBD DIY, yaitu 

maksimal 25 pos, sehingga hasil optimasi ini realistis untuk dijadikan acuan perencanaan 

pembangunan. Dari segi efisiensi biaya, MCLP membutuhkan investasi sebesar 

Rp69.000.000.000, atau lebih rendah dibandingkan SCP. 

 Model SCP tidak dipilih sebagai rekomendasi utama karena membutuhkan pembangunan 

yang melebihi gap target, yaitu 28 pos WMK baru dengan kebutuhan biaya terbesar sehingga 

kurang sesuai dengan kondisi lapangan. Di sisi lain, model PSCP menghasilkan kebutuhan 

pembangunan paling sedikit, tetapi masih terdapat 10 kecamatan yang belum memenuhi standar 

waktu tanggap 15 menit sehingga tingkat pemerataan layanan lebih rendah dibandingkan 

MCLP. Oleh karena itu, MCLP dinilai sebagai alternatif yang paling seimbang antara 

efektivitas layanan, kebutuhan pembangunan, dan efisiensi biaya 

5.4.1 Dampak Penerapan Rekomendasi MCLP 

Berdasarkan hasil optimasi, penerapan rekomendasi MCLP berpotensi meningkatkan 

efektivitas pelayanan kebakaran di DIY secara signifikan. Cakupan wilayah meningkat dari 

55,13% menjadi 93,59%, sehingga jumlah kecamatan underserved berkurang dari 35 
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kecamatan menjadi 5 kecamatan. Dari segi populasi, cakupan layanan meningkat dari 57,90% 

menjadi 96,51%, sehingga sebagian besar penduduk DIY telah berada dalam jangkauan 

pelayanan standar yang ditetapkan berdasarkan waktu tanggap 15 menit. 

 Selain itu, implementasi rekomendasi MCLP juga mendukung pemerataan distribusi 

WMK pada wilayah yang selama ini memiliki kesenjangan terbesar, khususnya Kabupaten 

Gunungkidul, Sleman, dan Kulon progo. Oleh karena itu, rekomendasi ini dapat meningkatan 

jumlah masyarakat yang memperoleh akses layanan kebakaran serta mengurangi ketimpangan 

pelayanan antarwilayah. 

5.4.2 Pertimbangan Strategis Implementasi Hasil Optimasi 

Implementasi rekomendasi hasil optimasi MCLP perlu mempertimbangkan kondisi masing-

masing wilayah agar pelaksaanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif. Dalam 

penelitian ini, pertimbangan implementasi disusun berdasarkan hasil optimasi dengan 

mempertimbangkan tiga indikator utama, yaitu tingkat kecamatan underserved pada kondisi 

eksisting, laju pertumbuhan penduduk, dan karakteristik kebutuhan pelayanan pada masing-

masing wilayah. 

 Tingkat underserved digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang masih mengalami 

kesenjangan pelayanan terbesar, sedangkan laju pertumbuhan penduduk digunakan sebagai 

pertimbangan dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan pada masa mendatang. 

Ketiga indikator tersebut digunakan sebagai dasar urutan prioritas implementasi pembangunan 

WMK secara bertahap sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan 

pemerataan layanan, tetapi juga mendukung pengembangan sistem pelayanan kebakaran yang 

lebih adaptif terhadap perkembangan wilayah. 

Tabel 5. 4 Prioritas Implementasi Pembangunan WMK DIY 

Prioritas Wilayah 
Kecamatan 

Underserved 

Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk 

Dasar Penentuan 

I Gunungkidul 88,88% 0,16% 

Memiliki tingkat 

underserved tertinggi 

sehingga menjadi wilayah 

dengan kebutuhan 

peningkatan layanan paling 
mendesak. 

I Kulon Progo 58,33% 0,52% 

Memiliki proporsi 

underserved cukup tinggi 

sehingga memerlukan 
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Prioritas Wilayah 
Kecamatan 

Underserved 

Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk 

Dasar Penentuan 

penambahan cakupan 

layanan. 

II Sleman 52,94% 0,97% 

Memiliki laju pertumbuhan 

penduduk tertinggi sehingga 

berpotensi mengalami 

peningkatan kebutuhan 

pelayanan kebakaran. 

III Bantul 17,65% 0,83% 

Memiliki proporsi 

underserved relatif rendah 

dibandingkan kabupaten 

lainnya. 

 Berdasarkan tabel 5.4, implementasi tahap awal direkomendasikan untuk fokus pada 

Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo ditempatkan sebagai prioritas pertama karena masih 

memiliki tingkat underserved yang tinggi sehingga membutuhkan peningkatan cakupan 

layanan secara lebih cepat. Selanjutnya, Kabupaten Sleman menjadi prioritas kedua mengingat 

laju pertumbuhan penduduknya merupakan yang tertinggi di Provinsi DIY, sehingga 

pembangunan WMK diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pelayanan pada 

masa mendatang. Adapun Kabupaten Bantul menjadi prioritas ketiga karena proporsi wilayah 

underserved relatif rendah, sehingga pembangunan WMK dapat difokuskan sebagai 

penyempurnaan pemerataan layanan. 

 Pada jangka pendek (1-3 tahun), pembangunan diprioritaskan pada Kabupaten 

Gunungkidul dan Kulon Progo karena memiliki tingkat underserved tertinggi sehingga 

membutuhkan peningkatan cakupan layanan secara lebih cepat. Selanjutnya, pada jangka 

menengah (4-7 tahun), pembangunan diarahkan pada Kabupaten Sleman untuk mengantisipasi 

peningkatan kebutuhan layanan seiring laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi di DIY. 

Adapun pada jangka panjang (8-15), pembangunan difokuskan pada Kabupaten Bantul sebagai 

upaya pemerataan layanan sesuai perkembangan kebutuhan dan kemampuan pendanaan 

pemerintah daerah. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dianalisis, penelitian ini menghasilkan simpulan 

yang menjawab rumusan masalah, di antaranya: 

1. Evaluasi terhadap 15 WMK eksisting di Provinsi DIY menggunakan threshold waktu 

tanggap 15 menit sesuai kebijakan menunjukkan tingkat cakupan yang masih jauh dari 

ideal, di mana hanya 43 dari 78 kecamatan (55,13%) yang terlayani, sedangkan 36 

kecamatan (44,87%) berstatus tidak terlayani atau underserved, dengan populasi terlayani 

sebesar 62,66% dan 37,34% lainnya berada di luar jangkauan. Berdasarkan hasil 

perhitungan waktu tempuh, kesenjangan antar kabupaten/kota di DIY sangat tinggi, di mana 

Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah paling kritis dengan 16 dari 18 kecamatan 

berstatus underserved (88,88%), diikuti Kulon Progo (58,33%), dan Sleman (52,94%), 

sementara Kota Yogyakarta memiliki cakupan terbaik dengan 2 pos yang dapat melayani 

seluruh kecamatan secara penuh. 

2. Penyelesaian model optimasi menggunakan algoritma eksak menghasilkan tiga 

rekomendasi yang berbeda sesuai kapasitas anggaran daerah yang direpresentasikan dengan 

jumlah target pos WMK dari Badan Penanggulangan Bencana Kebakaran (BPBD) DIY. Set 

Covering Problem (SCP) merekomendasikan 28 WMK baru untuk mencapai cakupan 

100% dengan estimasi biaya Rp84.000.000.000. Partial Set Covering Problem (PSCP), 

dengan batasan gap PBD per kabupaten dan cakupan minimum 70%, merekomendasikan 

18 WMK baru yang lebih efisien dengan biaya lebih rendah dari SCP, yaitu 

Rp54.000.000.000 namun tetap memenuhi target cakupan minimum yang ditetapkan. 

Maximal Covering Location Problem (MCLP), dengan batasan kuota 25 pos sesuai gap 

target BPBD DIY per kabupaten, merekomendasikan 23 WMK baru yang memperluas 

cakupan menjadi 73 kecamatan serta dapat melayani 93,59% kecamatan dengan estimasi 

biaya Rp69.000.000.000. 

3. Analisis komparatif menunjukkan adanya trade-off antara kebutuhan anggaran dan luas 

cakupan. PSCP menjadi skenario dengan efisiensi biaya tertinggi, mampu menghemat 

anggaran sebesar 35,71% dibandingkan SCP, dengan konsekuensi cakupan yang lebih 

rendah. Sementara itu, MCLP menawarkan solusi yang lebih baik terhadap efisiensi biaya 
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dan luas cakupan. Selain menghemat 17,86% dibandingkan SCP, model ini 

memaksimalkan cakupan layanan sebesar 93,59% dalam batasan kebijakan target BPBD 

DIY per kabupaten. Berdasarkan hasil analisis komparatif tersebut, MCLP 

direkomendasikan sebagai model implementasi karena memberikan keseimbangan antara 

kebutuhan pembangunan fasilitas, efektivitas layanan, dan efisiensi biaya. Implementasi 

pembangunan WMK direkomendasikan dilakukan secara bertahap dengan 

memprioritaskan Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo pada jangka pendek, 

Kabupaten Sleman pada jangka menengah, serta Kabupaten Bantul pada jangka panjang 

sesuai tingkat underserved, laju pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan pemerataan 

layanan. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian ini, beberapa saran yang dapat 

diberikan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan ke depannya yaitu: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah DIY melalui BPBD disarankan mengadopsi rekomendasi penempatan 

pos WMK berbasis model MCLP sebagai acuan utama rencana strategis dengan 

pembangunan fisik secara bertahap. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan 

perhatian khusus terhadap kecamatan yang masih berada di luar jangkauan standar waktu 

tanggap hasil optimasi MCLP, seperti Girisubo, Purwosari, Rongkop, Tanjungsari, dan 

Kalibawang. Mengingat karakteristik geografis dan keterbatasan jangkauan layanan pada 

wilayah tersebut, peningkatan pelayanan dapat dipertimbangkan melalui strategi 

pendukung, seperti pembentukan relawan pemadam kebakaran, pengembangan pos 

pembantu atau pos siaga, peningkatan kapasitas armada pada WMK terdekat, maupun 

penguatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai kondisi wilayah. 

2. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya 

Parameter biaya dalam penelitian ini merupakan nilai estimasi pengadaan satu armada 

mobil pemadam kebakaran dan belum mencakup keseluruhan komponen fisik stasiun, 

sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam rincian dan akurasi 

parameter investasi dengan menelusuri seluruh komponen pengeluaran fisik pos secara 

nyata, seperti biaya konstruksi bangunan, sarana, dan prasarana penunjang, guna 

melengkapi data estimasi pengadaan armada tunggal yang digunakan dalam penelitian ini.  
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Selain itu, pengembangan model dapat diperluas dengan mempertimbangkan aspek 

kapasitas operasional WMK, seperti jumlah armada, kapasitas pelayanan, dan ketersediaan 

personel dalam menangani beberapa kejadian kebakaran secara bersamaan. Mengingat 

pemodelan waktu tempuh dalam penelitian ini baru menangkap kondisi lalu lintas pada jam 

sibuk sore hari (afternoon peak hour), penelitian mendatang disarankan menggunakan data 

waktu tempuh yang lebih dinamis dengan mempertimbangkan variasi kondisi lalu lintas 

pada beberapa periode waktu, seperti pagi, siang, dan malam, sehingga hasil optimasi lebih 

mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya, juga mengevaluasi kembali 

penggunaan titik centroid administratif kecamatan. Penggunaan centroid kecamatan 

berpotensi menimbulkan bias jangkauan waktu tanggap, terutama pada wilayah dengan area 

luas atau karakteristik geografis yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya 

disarankan meningkatkan presisi spasial dengan menggunakan unit permintaan yang lebih 

rinci, seperti centroid kelurahan atau pendekatan berbasis grid spasial. Penelitian 

selanjutnya juga disarankan mengeksplorasi metode analisis ketahanan (robustness) lebih 

lanjut yang dapat memproyeksi variasi tren per kecamatan, seperti fungsi logistik atau 

pendekatan lainnya.  
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D-Data Kejadian Kebakaran Bangunan Tahun 2021-2025 

REKAPITULASI KEJADIAN KEBAKARAN BANGUNAN PER KECAMATAN DI DIY TAHUN 2021–2025 

Sumber: PAMOR JOGJA (Platform Monitoring Risiko Jogja) | BPBD DIY 

No Kabupaten/Kota Kecamatan 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

1 Bantul Bambanglipuro 2 0 1 5 0 8 

2 Bantul Banguntapan 10 3 21 8 3 45 

3 Bantul Bantul 16 1 19 7 7 50 

4 Bantul Dlingo 2 0 1 1 1 5 

5 Bantul Imogiri 3 0 10 6 0 19 

6 Bantul Jetis (Bantul) 3 0 12 4 3 22 

7 Bantul Kasihan 12 2 13 14 14 55 

8 Bantul Kretek 3 1 0 2 1 7 

9 Bantul Pajangan 1 0 2 1 0 4 

10 Bantul Pandak 1 0 3 1 2 7 

11 Bantul Piyungan 2 0 3 3 3 11 

12 Bantul Pleret 2 2 4 1 1 10 

13 Bantul Pundong 4 0 9 4 2 19 

14 Bantul Sanden 1 0 4 0 0 5 

15 Bantul Sedayu 4 0 2 0 3 9 

16 Bantul Sewon 11 1 7 5 5 29 

17 Bantul Srandakan 1 0 0 0 0 1 
 Subtotal Bantul  78 10 111 62 45 306 

18 Gunungkidul Gedangsari 2 1 5 2 5 15 

19 Gunungkidul Girisubo 1 0 2 1 0 4 

20 Gunungkidul Karangmojo 2 0 2 3 2 9 

21 Gunungkidul Ngawen 1 0 1 2 3 7 

22 Gunungkidul Nglipar 1 3 1 1 2 8 

23 Gunungkidul Paliyan 2 1 4 3 1 11 
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24 Gunungkidul Panggang 0 0 0 0 1 1 

25 Gunungkidul Patuk 2 2 1 1 0 6 

26 Gunungkidul Playen 1 4 13 7 4 29 

27 Gunungkidul Ponjong 1 0 6 1 1 9 

28 Gunungkidul Purwosari 0 1 2 0 0 3 

29 Gunungkidul Rongkop 0 0 0 1 1 2 

30 Gunungkidul Saptosari 1 3 0 2 0 6 

31 Gunungkidul Semanu 6 2 2 4 7 21 

32 Gunungkidul Semin 0 0 2 4 3 9 

33 Gunungkidul Tanjungsari 1 0 4 1 1 7 

34 Gunungkidul Tepus 0 1 2 0 0 3 

35 Gunungkidul Wonosari 4 4 10 10 9 37 
 Subtotal Gunungkidul  25 22 57 43 40 187 

36 Kota Yogyakarta Danurejan 1 3 3 2 0 9 

37 Kota Yogyakarta Gedongtengen 1 0 5 0 1 7 

38 Kota Yogyakarta Gondokusuman 0 2 9 1 0 12 

39 Kota Yogyakarta Gondomanan 0 1 8 0 0 9 

40 Kota Yogyakarta Jetis (Yogyakarta) 1 2 10 0 0 13 

41 Kota Yogyakarta Kotagede 1 1 2 1 0 5 

42 Kota Yogyakarta Kraton 0 0 5 1 1 7 

43 Kota Yogyakarta Mantrijeron 2 0 9 0 0 11 

44 Kota Yogyakarta Mergangsan 4 2 5 0 0 11 

45 Kota Yogyakarta Ngampilan 2 2 8 1 0 13 

46 Kota Yogyakarta Pakualaman 1 0 2 0 0 3 

47 Kota Yogyakarta Tegalrejo 0 2 14 3 0 19 

48 Kota Yogyakarta Umbulharjo 4 2 21 2 0 29 
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49 Kota Yogyakarta Wirobrajan 0 0 3 1 1 5 
 Subtotal Kota Yogyakarta  17 17 104 12 3 153 

50 Kulon Progo Galur 1 3 6 5 1 16 

51 Kulon Progo Girimulyo 2 4 2 4 1 13 

52 Kulon Progo Kalibawang 8 2 7 3 1 21 

53 Kulon Progo Kokap 3 3 9 5 3 23 

54 Kulon Progo Lendah 2 1 7 2 2 14 

55 Kulon Progo Nanggulan 2 2 5 8 3 20 

56 Kulon Progo Panjatan 2 2 3 1 0 8 

57 Kulon Progo Pengasih 3 4 8 10 4 29 

58 Kulon Progo Samigaluh 1 0 2 2 2 7 

59 Kulon Progo Sentolo 3 4 7 5 3 22 

60 Kulon Progo Temon 2 0 1 0 2 5 

61 Kulon Progo Wates 0 5 11 14 1 31 
 Subtotal Kulon Progo  29 30 68 59 23 209 

62 Sleman Berbah 1 0 3 0 1 5 

63 Sleman Cangkringan 0 0 1 0 0 1 

64 Sleman Depok 5 7 18 6 0 36 

65 Sleman Gamping 1 2 3 2 0 8 

66 Sleman Godean 0 2 15 4 0 21 

67 Sleman Kalasan 0 1 8 0 0 9 

68 Sleman Minggir 0 0 3 0 0 3 

69 Sleman Mlati 1 1 16 1 1 20 

70 Sleman Moyudan 0 0 1 0 0 1 

71 Sleman Ngaglik 0 2 10 0 0 12 

72 Sleman Ngemplak 1 0 4 1 0 6 
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73 Sleman Pakem 0 4 3 2 0 9 

74 Sleman Prambanan 0 1 4 1 0 6 

75 Sleman Seyegan 0 0 2 1 0 3 

76 Sleman Sleman 4 5 10 0 0 19 

77 Sleman Tempel 1 1 3 0 0 5 

78 Sleman Turi 0 1 6 2 1 10 
 Subtotal Sleman  14 27 110 20 3 174 
 Total DIY  163 106 450 196 114 1029 

 


